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“ Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan pada dua orang ibu
bapaknya, serta bila keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku
dengan sesuatu yang tidak ada pengetuhuanmu mengenai itu. Maka
janganlah kamu mengikuti keduanya, hanya kepada-Ku lah kembalimu
lalu aku kabarkan kepadamu apa yang sudah kamu kerjakan”(QS. Al-

Ankabut [69]: 8)*

! Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra,
1989), 29.
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ABSTRAK

Hairus, 2022 : Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Dalam
Putusan Nomor : 183/P1D.B/2019/PN.PIN Perspektif Hukum Pidana Islam

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Hukum Pidana Islam

Penganiayaan masih kerap kali terjadi diakibatkan masih banyaknya oknum-
oknum yang tidak mentaati hukum khususnya masalah tentang penganiayaan, untuk
penganiayaan terhadap orang tua dalam Islam sangat dilarang, sebab orang tua
merupakan manusia yang dimuliakan dan wajib di hormati, dijelaskan di dalam Al-
Qur’an surah Al-Ahgaf 46 ayat 15 diperintahkan untuk berbuat baik terhadap kedua
orang tua.

Fokus permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah
bentuk tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tua dalam putusan nomor :
183/Pid.B/2019/PN.Pin? 2) Bagaimanakah putusan hakim dalam putusan nomor :
183/Pid.B/2019/PN.Pin perspektif hukum pidana Islam

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui tentang bentuk tindak pidana
penganiayaan anak terhadap orang tua dalam putusan nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin,
2) Untuk mengetahui putusan hakim dalam putusan nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin
perspektif hukum pidana Islam

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan library
research yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan
perundang-undangan. Sumber bahan hukum menggunakan putusan hakim, buku, jurnal,
serta karya ilmiah yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Bentuk tindak pidana penganiayaan anak
terhadap orang tua yaitu terdakwa melakukan penganiayaan yang disengaja ke sebagian
tubuh korban, sesuai bentuk tindak pidananya maka terdakwa dijatuhi hukuman sesuai
dengan pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 356 ke-1 KUHPditetapkan dalam Pasal 351 KUHP,
2). Menurut perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor
183/Pid.B/2019/PN.Pin, perbuatan terdakwa termasuk kedalam jarimah gisas, hukuman
ini berlandaskan ketetapan yang ada di dalam hukum Islam yang ketentuannya telah
diatur dalam Al-Qur’an surah Al-Mai’dah ayat 45, yang pada kesimpulannya apabila ada
seseorang yang melakukan tindakan jarimah khususnya dalam penganiaayaan maka
hukumannya adalah gisas.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam
rangka menyiksa atau menindas orang lain.? Penganiayaan juga salah satu
masalah kesehatan masyarakat yang utama diseluruh dunia. Hal ini
dikarenakan betapa seriusnya akibat dari penganiayaan. Tindak pidana
penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi
dalam masyarakat.

Dalam hal tindak pidana penganiayan tidak sekedar terjadi di
Indonesia saja, di beberapa Negara maju maupun di Negara berkembang kerap
terjadi adanya perbuatan pengananiayaan baik dari golongan usia dewasa
maupun golongan usia di bawah umur. Di Indonesia sendiri selama periode
2014-2016 menurut “Catatan pada Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri”
memperlihatkan jumlah perbuatan penganiayaan ditahun 2011 sebanyak
35.800 dengan golongan penganiayaan ringan serta berat, menurun menjadi
sebanyak 30.901 perkara ditahun 2013 serta meningkat kembali ditahun 2016
menjadi 35.153 kasus.® Dari data tersebut memperlihatkan jika dari tahun
ketahun tindak pidana penganiyaan ini_masih kerap kali terjadi, dikarenakan
masih adanya oknum-oknum yang tidak mentaati peraturan mengenai tindak

pidana penganiayaan, hal ini harus ditekankan lagi supaya menurunkan angka

2 poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 48.
 “Penganiayaan” Data Penganiayaan Badan Pusat Statistik, diakses Agustsus 22, 2021,
https://www.bps.go.id/.
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terjadinya perbuatan penganiayaan ini.

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi kapan saja dan juga dapat
dilakukan oleh siapa saja, baik orang yang tidak dikenali ataupun orang yang
dikenali dan bahkan tergolong orang terdekat seperti keluarga dapat
melakukan tindak kejahatan tersebut. Kurangnya perhatian dari pemerintah
sendiri terhadap tindak pidana penganiayaan bisa dibuktikan dalam data-data
yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan semakin meningkat,
pemerintah yang merupakan otoritas tertinggi dalam sebuah negara
seharusnya lebih memperhatikan mengenai permasalahan yang sering kali dan
bahkan berulang kali terjadi, contohnya tindak pidana penganiayaan ini

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap
orang tuanya merupakan hal yang tidak bisa lagi dianggap biasa-biasa saja,
dampak yang ditimbulkan dalam penganiayaan tersebut bisa berkepanjangan
terhadap keberlangsungan hidup orang tua yang menjadi korban dalam
kekerasan tersebut, dan juga yang terpenting disini terhadap keberlangsungan
hidup anak tersebut supaya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang
lain ataupun diri sendiri. Dengan hal tersebut sangat dibutuhkan upaya-upaya
untuk “meminimalisir terjadinyakekerasan ‘yang - dikakukan anak terhadap
orang tuanya ataupun terhadap orang lain.

Khusus tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam
hukumannya adalah gisas. Hukuman gisas diberikan kepada penganiayaan
yang sengaja, namun apabila gisas dimaafkan oleh korban maka hukuman

penggantinya adalah diat. Kemudian apabila dimaafkan diat oleh keluarga



korban maka penggantinnya bisa ta’zir. Selanjutnya hukuman qisas
diterapkan kepada penganiayaan disengaja.
Ancaman hukuman penganiayaan ini terdapat dalam Al-Qur’an surat

Al-Maidah ayat 45, yang berbunyi:

ey 0Ny 85 iVl GV caly Gal wu\ 3 gl w5
Toal 1 & s

AU A 35 G <,4(1 DA HUS 538 o GO 1t upwcj,;vj,uu
0 U}m&u‘)}

Artinya : “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani lIsrail) di dalamnya
(Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,
dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang
melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut
ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang
zalim*

Allah menurunkan Surah Al-Maidah ayat 45 untuk memberi
penjelasan tentang hukuman gisas agar setiap umat manusia tidak semena-
mena melakukan tindakan penganiayaan yang di selimuti dengan hawa nafsu.
Dalam Surah Al-Maidah ayat 45 dijelaskan bahwa wajib hukumnya gisas bagi
seseorang yang dengan sengaja menganiaya. Seseorang yang menganiaya
wajib di hukum gisas tanpa perlu membedakan antara derajat manusia.

Tindak pidana penganiayaan khususnya yang dilakukan oleh anak
terhadap orang tua sangat diperlukan penanganan ataupun pencegahan yang
khusus, disebabkan penganiayaan ini dilakukan anak, tidak memandang anak

tersebut masih dibawah umur maupun yang sudah dewasa, penanganan

tersebut haruslah segera dipercepat tujuannya untuk mencegah ataupun

* Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 5.



mengurangi tindak pidana penganiyaaan ini.

Salah satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap
orang tua yaitu terdapat dalam putusan nomor : (183/Pid.B/2019/PN.Pin) Atas
nama terdakwa Tahanuddin bin Pesona ( 33 tahun ), Jalan Lembu, Kantor
desa Maccoraorang Tuae, Kecanalisis Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang
dijatuhi pidana penjara 10 bulan Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa
dihukum sebab terdakwa sudah menganiaya ibunya. Mengenai tindak pidana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Pasal 351-356 KUHPidana

Dari  kasus tersebut, tindak pidana penganiayaan tidak
memperlihatkan anak tersebut dibawah umur ataupun sudah dewasa,
melainkan penganiayaan bisa dilakukan siapa saja tanpa memandang umur,
oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan atau mengavaluasi
mengenai tindak pidana penganiayaan ini, baik masalah hukuman maupun
hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidan aini, agar perbuatan tindak
pidana ini teratasi dan bahkan mengurangi angka terjadinya tindak pidana
penganiayaan ini.

Hal-hal yang dipaparkan diatas dan di dorong keinginan untuk
mengetahui penganiayaan terhadap orang tua oleh-anak kandung dan melihat
bagaimana penerapan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana
penganiayaan terhadap orang tua oleh anak kandung tesebut, maka akan diulas
dalam skripsi ini, judul “Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap
Orang Tua Dalam Putusan Nomor : 183/PID.B/2019/PN.PIN Perspektif

Hukum Pidana Islam”.



B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah

fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang

masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang

belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.’

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, fokus kajian dalam

penelitian ini adalah :

1

Bagaimanakah bentuk tindak pidana penganiyaan anak terhadap orang tua
dalam putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN.Pin?
Bagaimanakah putusan hakim terhadap putusan nomor

183/Pid.B/2019/PN.Pin perspektif hukum pidana Islam

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penganiayaan anak terhadap
orang tua dalam putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN.Pin
Untuk mengetahui  putusan hakim terhadap putusan nomor

183/Pid.B/2019/PN.Pin perspektif hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, manfaat penelitian

skripsi ini adalah:

1.

Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya
kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan analisis

perspektif hukum pidana Islam tentang penganiayaan yang dilakukan anak



terhadap orang tua dalam putusan nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak
yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua serta diharapkan
dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pihak yang tertarik
untuk mengadakan penelitian analisis perspektif hukum pidana Islam
tentang penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua.
E. Definisi Istilah
1. Tindak Penganiayaan

Dalam memberikan arti penganiayaan, maka dapatlah disebutkan
menurut tata bahasa dan menurut pengertian Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP). Pengertian-pengertian tersebut akan penulis
uraikan pada penjelasan berikut:

Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan bengis.
Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia °. Yang
merumuskan bahwa: “Penganiayaan berarti melakukan perbuatan yang
sewenang-wenang - seperti - melakukan penyiksaan - dan - penindasan.
Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka penganiayaan dapat diartikan
sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau

merasakan sakit”.

> “Penganiayaan” Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses November 23, 2021,

https://kbbi.web.id/penganiayaan
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2. Anak

Melihat dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengenai
pengertian anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih
kecil ataupun manusia yang belum dewasa.® Di Indonesia sendiri terdapat
beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-
undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa
pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna
di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang

maupun para ahli dalam merumuskan pengertian anak tersebut.

3. Orang tua
Yang dimaksud orang tua dalam Pasal 1 Ayat (94) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak. “ Orang tua adalah
Ayah dan atau ibu kandung, atau ayah tiri atau ibu tiri, atau ayah dan/atau
ibu angkat. ‘Dalam KBBI orang tua dimaknai dengan seorang ibu maupun
ayah kandung.
4. Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam dalam istilahnya sering disebut dengan istilah
Jinayah. Jinayah memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh
agama, baik dalam hal yang mengandung unsur harta benda, jiwa ataupun
lainnya. Dan sebagian para fugaha memberikan definisi mengenai hukum

pidana islam sebagai suatu larangan yang termuat dalam hukum yang

¢ «Anak” Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses November 23, 2021, https://kbbi.web.id/anak.
7 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (94).
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diberikan oleh Allah swt dan bagi pelanggarnya akan dikenakan hukuman
baik berupa had atau ta’zir.?
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara
keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah,
fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri atas dua
sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Terdapat
definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan..
BAB Il KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang didalamnya
mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan erat dengan
masalah yang akan diteliti yaitu mengenai perspektif hukum pidana Islam
tentang penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua dalam putusan
nomor: 183/Pid.B/2019/PN.Pin
BAB Il METODE PENELITIAN
Dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian
yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data,
teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

8 Marsaid, Al-Figh Kezaliman Hukum Pidana Islam, (Palembang: Rafah Press, 2020), 52-53



Berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran
umum dari penelitian yang dibahas yakni bentuk tindak pidana penganiayaan
anak terhadap orang tua dalam putusan nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin serta
putusan hakim terhadap putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN.Pin perspektif
hukum pidana Islam
BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Menjadi refrensi dan acuan dalam penulisan penelitian ini, penulis
mengambil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang
berkaitan dengan skripsi penulis. Ada 5 (lima) penelitian terdahulu yang
digunakan oleh penulis diantaranya adalah:

1. Penelitian pertama, berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap
rumah tangga yang ditulis oleh "Satria Heryanto Joewondo", pada tahun
2016 dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran
Rumah Tangga (putusan perkara nomor : 429/Pid.Sus/2015/PN.Mks).
Dalam skripsi tersebut penulis Satria Heryanto menjelaskan tentang
penganiayaan terhadap rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami,
anak, istri, dan ayah atau ibu yang masih tinggal bersama. Penerapan
hukum materil pada kasus penelataran dalam rumah tangga dengan
dakwaan tunggal No. PDM-136/MKS/Ep.1/01/2015 dengan penerapan
Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah Tangga sudah tepat karena
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkahkan,
hal itu terungkap didalam persidangan dan perbuatan yang dilakukannya
secara terang- terangan telah dilarang oleh Perundang-undangan®

Adapun persamaan didalam skripsi itu dengan skripsi yang penulis

% Satria Heryanto Joewondo ¢’Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga
Putusan Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2015/Pn.Mks” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar,
2016), 1

10
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susun ialah sama-sama menerangkan dampak yang ditimbulkan didalam
kekerasan rumah tangga serta hubungan didalam keluarga, namun ada
perbedaaan antara skripsi yang disusun oleh penulis sebelumnya yakni
didalam isi skripsi terdahulu hanya menerangkan mengenai perspektif
hukum positif mengenai kekerasan didalam rumah tangga sedangkan
didalam skripsi yang penulis susun yakni menerangkan bentuk-bentuk
penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada orang tua dan juga perspektif
hukum pidana Islam dalam putusan hakim.

. Penelitian kedua, dengan judul skripsi “Analisis Pertimbangan Hukum
Hakim tentang Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua terhadap
Anak (putusan perkara nomor : 548/pid.sus/2016/ PN. Tjk)". Yang
ditulis oleh Aulianisa Saraswati pada tahun 2017. Dalam pembahasan
skripsi ini, peneliti terdahulu memaparkan pertimbangan hakim mengenai
penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dan motifnya.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 5 (lima) tahun
terhadap terdakwa. Kekerasan Fisik sebagai pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan dalam Perkara Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Tjk yaitu
mempertimbangkan semua unsur delik Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 64
ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan
berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan
berupa keterangan korban-korban, keterangan ahli, keterangan terdakwa,

dan barang bukti yang diajukan di persidangan, hal-hal yang meringankan,
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juga hal-hal yang memberatkan, juga berpedoman pada Pasal 194 ayat (1)
KUHAP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan
perundang-undangan yang bersangktuan. Putusan hakim pada perkara
diatas dikaitkan dengan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa, sudah
memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi korban yang mana dalam
perkara ini penjatuhan hukuman pidana 5 (lima) tahun serta hakim dan
jaksa penuntut umum sudah mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah
orang tua yang masih memiliki tanggung jawab yang tugas pokoknya
adalah menjadi tulang punggung untuk istri serta anak-anaknya. Hal ini
dirasa sudah cukup karena aparat penegak hukum dalam menjatuhkan
suatu putusan terhadap lembaga-lembaga yang terkait dalam hal
pendidikan dan perlindungan terhadap anak, supaya dalam praktiknya jika
suatu saat ada korban kekerasan, maka adanya lembaga ini akan sangat
penting untuk menyelesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan
perlu ditingkatkan peran perangkat hukum dalam menyelesaikan kasus
kekerasan, sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan khususnya pihak
korban.® Persamaan didalam skripsi yang disusun oleh penulis
sebelumnya - serta skripsi-—yang  penulis -susun yakni sama-sama
menekankan bagaimana penganiayaan pada orang tua yang dilakukan oleh
anak bisa terjadi, serta perbedaan yang ada didalam skripsi itu dengan
skripsi yang penulis susun ialah mengenai unsur yang meyebabkan

terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada orang tuanya,

10 Aulianisa Saraswati “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penindasan Yang Dilkukan Wali Pada
Anak (putusan nomor 548/Pid.Sus/2016/Pn.Tjk)” (Skrpsi, Universitas Lampung Bandar
Lampung, 2017), 1
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didalam skripsi yang disusun oleh penulis terhadulu hanya membahas
pertimbangan hakim tanpa menerangkan bentuk-bentuk penganiayaan dan
perspektif hukum pidana Islam

. Penelitian ketiga, dengan judul skripsi “Tindak Penganiayaan Menurut
Hukum Islam dan Positif”. Yang ditulis oleh Siti Badriah, dalam
pembahasan skripsi disini yaitu menjelaskan bagaimana perspektif hukum
Islam serta hukum positif dalam melihat penganiayaan. Peneliti terdahulu
menjelasakn bagaimana hukuman yang seharusnya ditetapkan terhadap
pelaku tindak pidan penganiayaan tersebut, dalam kasusnya yang dibahas
oleh peneliti terdahulu disini ialah kasus putusan perkara nomor : 14/PID
B/2005/PN. Jak.Sel, dimana terdakwa yang bernama Teuku Syauki
Markam, melakukan penganiayaan dengan cara menyabetkan parang
keleher korban, sebab dari penganiayaan ini berawal saat terdakwa dan
korban bersama-sama mendapat perintah untuk mengunci gembok gudang,
dalam melakukan pengembokan terdakwa dan korban terjadi percecokan
dikarenakan terdakwa tidak menerima gudangnya digembok, dari hal itu
terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang dan mengejar
korban untuk menyabetkan parangnya ke leher korban, akibat sabetan
tersebut korban mengalami luka robek di- lehernya dan banyak
mengeluarkan darah, akibat dari penganiayaan tersebut korban dilarikan ke
Rumah Sakit Cilandak Marinir dan mendapatkan jahitan sebanyak 16
jahitan. Penelitian terdahulu pembahasannya terfokus terhadap bagaimana

perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam kasus penganiyaan serta
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bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perkara yang
diteliti oleh peneliti terdahulu tersebut.* Dari penjabaran yang ada
didalam skripsi penulis sebelumnya, didapatkan persamaan dengan skripsi
yang penulis susun ialah sama-sama memandang sebuah penganiayaan
didalam hukum pidana Islam serta bagaimana bentuk-bentuk
penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada orang tua itu, untuk
perbedaannya sendiri tidak jauh berbeda hanya saja perkara yang diangkat
didalam penelitian ini tidak sama dan juga perkara kejadian berbeda.

4. Penelitian keempat, dengan judul skripsi “Tindak Pidana Penganiayaan
Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam  (Perkara Putusan Nomor
575/Pid.Sus/2014/PN.Sda)” yang ditulis oleh Mila Istigomah mahasiswi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam pembahasan
skripsinya peneliti terdahulu menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak terhadap
orang tua serta bagaimana perspektif hukum pidana positif dan hukum
pidana Islam dalam melihat kasus penganiayaan serta menjelaskan
bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perkara tersebut. Dalam
hal ini peneliti terdahulu mengangkat kasus yang dijadikan fokus
penelitiannya yaitu kasus penganiayaan anak terhadap orang tua (Putusan
Perkara Nomor 575/Pid.Sus/2014/PN.Sda). Adapun pembahasannya

dimana terdakwa yang bernama Andik Susanto pada hari Sabtu tanggal 28

11 Sjti Badriah “Tindak Penindasann Menurut Hukum Pidana serta Hukum Positif” (Skripsi, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta 2007), 1
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Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu
tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Desa Dukuh Tengah
RT.04- RW.01. Kecamatan Buduran. Kabupaten Sidoarjo. atau setidak-
tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Sidoarjo, terdakwa melakukan perbuatan kekerasan
fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat
jatuh sakit atau luka berat terhadap korban korban Aslaka yaitu merupakan
ibu kandung terdakwa. Dalam analisisnya peneliti terdahulu
mempermasalahkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa,
sebab peneliti terdahulu berperspektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang
ada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hakim seharusnya
memutuskan hukuman lebih berat terhadap terdakwa sebagaimana
dakwaan jaksa penuntut umun, dalam pemberian hukuman yang diberikan
oleh hakim dirasa belum adil untuk korban yang mana telah diperlakukan
dengan tidak baik oleh anak kandungnya sendiri, sehingga seharusnya
hakim dalam memutuskan perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga
ini sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.*?

Dari pembahasan tersebut terdapat persamaan dengan skirpsi yang
penulis tulis dimana sama-sama membahas penganiayaan yang dilakukan
anak terhadap orang tua serta bagaimana perspektif hukum Islam dalam
kasus penganiayaan anak terhadap orang tua namun adapula perbedaan isi

dari skripsi peneliti terdahulu dengan skripsi yang penulis tulis dimana

12 Mila Istiqgomah “Penindasan Anak Pada Wali (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019),
1
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perbedaanya terletak pada pembahasan, isi skripsi peneliti terdahulu
membahas mengenai anak kandung yang melakukan penganiayaan
terhadap bapak kandungnya yang mengakibatkan luka berat sedangkan
skripsi dari penulis membahas mengenai anak kandung yang melakukan
penganiayaan terhadap orang tua ibu kandung yang mengakibatkan luka
berat di Sebagian tubuh, dengan hal itu tentunya perspektif hukum Islam
akan berbeda dalam memutuskan perka atau permasalahan tersebut.

. Penelitian kelima, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Pidana Islam
Terhadap Penganiayaan Anak Kepada Ibunya (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 50/Pid.Sus/2016/PN.Njk” yang
ditulis oleh Lu’luul Munawaroh mahasiswi Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsi ini membahas mengenai
pertimbangan hakim dan analisis hukum pidana Islam terhadap
penganiayaan anak terhadap ibunya. Adapun isi pembahasannya, padahari
Sabtu, tanggal 14 November 2015 sekitar pukul 11.05 WIB telah terjadi
tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Eko Yulianto Bin Suprapto
terhadap korban Sutini Binti Parto Padi dikamar mandi pada rumah Sutini
Binti Parto Padi di Dusun Lobedug RT.01/RW.06 Desa Sumberkepuh,
Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Nganjuk. Dalam tindak pidana kekerasan tersebut, terdakwa

melakukan tindak penganiayaan kepada ibunya dengan cara melempar
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pohon pisang kepada ibunya, dan menampar pipi ibunya sebanyak dua
kali, peneliti terdahulu berpendapat berdasarkan analisis dalam hukum
Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa penganiayaan anak kepada
ibunya adalah #i zir. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi
berupa #d zir dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.™

Dari pembahasan diatas tersebut, terdapat persamaan dengan
skripsi yang penulis tulis dimana letak persamaannya ialah sama-sama
membahas mengenai tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tua
serta bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana
penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua, namun terdapat
pula perbedaan antara skripsi peneliti terdahulu dengan skripsi penulis,
dari segi pembahasannya peneliti terdahulu hanya terfokus terhadap
analisis penganiayaan menurut hukum pidana Islam tanpa menganalisis
bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tua,

disinilah letak perbedaan antara skripsi peneliti terdahulu dengan skripsi

penulis.
Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
No Nam_a_ Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Peneliti

1. | Satria Pertanggungjawaban | 1. Sama-sama . Perbedaan
Heryanto Pidana Pelaku menerangkan terdapat pada
Joewondo Penelantaran Rumah dampak yang pembahasan
(Universitas | Tangga (putusan ditimbulkan yang hanya
Hasanuddin | perkara nomor : didalam kekerasan menerangkan
Makassar, 429/Pid.Sus/2015/P rumah tangga. mengenai
2016) N.Mks). perspektif

¥ Lu’luul Munawaroh “Analisi Hukum Pidana Islam Terhaap Penindasan Anak pada Ibunya”
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), 1
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hukum positif
mengenai
kekerasan
didalam rumah
tangga
sedangkan
didalam skripsi
yang penulis
susun yakni
menerangkan
bentuk-bentuk
penganiayaan
yang dilakukan
oleh anak pada
orang tua serta
perspektif
hukum pidana
Islam

Aulianisa Analisis . Persamaan . Perbedaan
Saraswati Pertimbangan terdapat dalam terdapat pada
(Universitas | Hukum Hakim pembahasan yang pembahasan
Lampung, Tentang dimana mengenai unsur
2017) Penganiayaan Yang pembahasannya yang
dilakukan Orang Tua berupa penekan meyebabkan
Terhadap Anak bagaimana terjadinya
(putusan perkara penganiayaan pada penganiayaan
nomor : orang tua yang yang dilakukan
548/pid.sus/2016/ dilakukan oleh oleh anak pada
PN. Tjk) anak bisa terjadi orang tuanya,
didalam skripsi
yang disusun
oleh penulis
terdahulu hanya
membahas
pertimbangan
hakim tanpa
menerangkan
bentuk-bentuk
penganiayaan
dan perspektif
hukum pidana
Islam
Siti Badriah | Tindak . Persamaan . Untuk
(Univ. Penganiayaan terdapat dalam perbedaan tidak
Muhammadi | Menurut Hukum pembahasan yang jauh berbeda
yah dimana hanya saja




19

Palembang, Islam dan Positif pembahasannya perkara yang
2007) berupa perspektif diangkat
sebuah didalam
penganiayaan penelitian ini
didalam hukum tidak sama dan
pidana Islam serta juga perkara
bagaimana bentuk- kejadian
bentuk berbeda
penganiayaan yang
dilakukan oleh
anak pada orang
tua
Mila Tindak Pidana . Persamaan . Perbedaanya
Istiqgomah Penganiayaan Anak terdapat dalam terletak pada
(Universitas Terhadap Orang Tua pt_embahasan yang pembaha_san
Islam Negeri Menurut Hyl_<um dimana mengenai anak
. Pidana Positif dan pembahasannya kandung yang
Syarif Hukum Pidana Islam mengenai melakukan
Hidayatullah | (perkara Putusan penganiayaan yang penganiayaan
Jakarta, Nomor : dilakukan anak terhadap bapak
2019) 575/Pid.Sus/2014/P terhadap orang tua kandungnya
N.Sda serta bagaimana yang
perspektif hukum mengakibatkan
Islam dalam kasus luka berat
penganiayaan anak sedangkan
terhadap orang tua skripsi dari
penulis
membahas
mengenai anak
kandung yang
melakukan

penganiayaan
terhadap orang
tua ibu kandung
yang
mengakibatkan
luka berat,
dengan hal itu
tentunya
perspektif
hukum Islam
berbeda dalam
memutuskan
perka atau
permasalahan
tersebut.
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Lu’luul
Munawaroh
(Universitas
Islam Negeri
Sunan Ampel
Surabaya,
2018)

Analisis Hukum
Pidana Islam
Terhadap
Penganiayaan Anak
Kepada Ibunya
(Studi Putusan
Pengadilan Negeri
Nganjuk Nomor :

50/Pid.Sus/2016/PN.

Njk)

1. Letak

persamaannya
ialah sama-sama
membahas
mengenai tindak
pidana
penganiayaan anak
terhadap orang tua
serta bagaimana
perspektif hukum
pidana Islam
dalam kasus tindak
pidana
penganiayaan yang
dilakukan anak
terhadap orang tua

Hanya terfokus

| terhadap

analisis
penganiayaan
menurut hukum
pidana Islam
tanpa
menganalisis
bentuk-bentuk
tindak pidana
penganiayaan
anak terhadap
orang tua

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian, dibutuhkan kerangka

teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut menjadikan penelitian yang

memuaskan, jadi kerangka teoritik merupakan sebuah keharusan dalam

melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimasukkan untuk memberikan

gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai

landasan penelitian yang akan dilakukan, berikut teori mengenai variabel-

variabel permasalahan yang diteliti.**

1. Pidana

Pidana memiliki banyak definisi dari pakar-pakar hukum pidana.

Penegasan awal yang perlu dikemukakan adalah penggunaan istilah pidana

di sini memiliki maksud yang sama dengan “sanksi pidana”.

% Mardalis, Penyelidikan Sebuah Pendekatan Proposal (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 41
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Menurut Prof. Sudarto, SH, yang dimaksud pidana ialah
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*

Istilah “pidana” memiliki arti yang umum dan konvensional serta
memiliki arti yang luas dan berubah-ubah karena memiliki makna yang
lebih dari satu. Istilah ini tidak hanya digunakan dalam bidang hukum,
tetapi juga digunakan dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan,
moral, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah “pidana” sudah pasti
menegaskan putusan hakim dalam bidang hukum pidana. Dapat
disimpulkan bahwa istilah pidana mengandung ciri-ciri, yakni :

a. Pidana hakikatnya merupakan suatu nestapa atau penderitaan atau
akibat-akibat lain yang kurang menyenangkan.

b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang ataupun badan hukum yang
memiliki wewenang.

c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana yang mana hal tersebut diatur dalam undang-undang™®

Dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur dalam Buku | pada Pasal
10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :
1) Pidana mati
2) Pidana penjara

3) Pidana kurungan

1> Teguh Sulistia, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 7
'8 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 4.
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4) Pidana denda
5) Pidana tutupan
b. Pidana tambahan :
1) Pencabutan hal-hal tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman putusan hakim.*’

Dalam hal pidana yang menjadi fokus permasalahannya adalah
perbuatan salah yang dilakukan oleh si pelaku atau tindakan yang
melanggar undang-undang. Dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi,
ditegaskan oleh H.L. Packer bahwa dalam menetapkan suatu hukuman
atau punishment badan hukum yang berwenang memperlakukan seseorang
karena telah melakukan perbuatan yang salah dengan maksud dan tujuan.
Hal itu dilakukan untuk mencegah terulangnya suatu perbuatan tersebut
atau memberikan penderitaan atau efek jera kepada pelaku atau bahkan
bisa keduanya.*®

Tindak pidana terjadi karena suatu pelanggaran aturan hukum yang
dilakukan oleh individu atau kelompok. Definisi pelaku dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat 1

9 yaitu “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang

17 Setneg RI, Buku I, pasal 10
'8 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 6
19 Setneg RI, pasal 55 ayat (1)
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menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Seperti yang sudah diketahui bahwa, fungsi terpenting dari
‘pidana’ yang pada nantinya difungsionalkan sebagai sarana penal dalam
politik kriminal untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Perlu
adanya kebijakan penetapan pidana dan pemidanaan yang harus dibuat dan
dirumuskan sebaik dan serasional mungkin. Selain itu pidana yang
ditetapkan sudah memiliki efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga
ia tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya
(special prevention) atau disebut pidana memiliki pengaruh pencegahan
khusus.?!

Teori pemidanaan pada umumnya di kelompokkan menjadi 3 (tiga)
golongan besar, yakni teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings
theorien), teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), dn teori
menggabungkan (verenigings theorien).?

a. Teori Absolut (vergeldings theorien)
Teori ini disebut teori absolut karena pidana seharusnya
merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya
kejahatan. Teori absolut juga sering disebut dengan teori pembalasan.

Teori ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

% Tongat, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan KUHAP & KUHP, (Bandung: Fokus
Media, 2018), 263

2! Widiaada Gunakaya dan Mas Putra Zenno, Politik Hukum Pidana Perspektif Pembaruan Hukum
Pidana dalam RKUHP, (Malang: Setara Press, 2021), 277.

22 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT Refika Aditama,
2011), 141.
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1) Teori pembalasan yang objektif. Teori ini berorientasi pada
tindakan dari pelaku kejahatan harus dibalas dengan pidana yang
merupakan suatu kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan
yang diakibatkan oleh pelaku selaku pembuat kejahatan.

2) Teori pembalasan subjektif. Teori ini berorientasi pada pelaku
tindak pidana itu sendiri. Apabila kerugian yang ditimbulkan dari
pelaku kejahatan ringan, maka hukuman yang akan diberikan
adalah pidana yang ringan.

b. Teori Relatif (doel theorien)

Teori ini mencari pembenaran pidana terhadap tujuan yang
akan dicapai dengan hukuman pidana. Pidana diberikan agar
masyarakat tidak melakukan kejahatan (ne peccetur).?

Teori ini  mendasarkan perspektif pada maksud dari
pemidanaan, yang artinya untuk perlindungan masyarakat atau untuk
pencegahan kejahatan di lingkungan masyarakat dan juga perlu perlu
pertimbangan untuk pencegahan di masa yang akan datang. Teori ini
dibagi atas:

1) Teori prevensi-umum, Vyaitu pencegahan yang ditujukan kepada
masyarakat pada umumnya.

Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada
orang yang melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan

lagi.**

2 Fran Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2012), 89.
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c. Teori Gabungan (verenigings theorien)

Teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori-teori diatas
adalah teori Pembinaan. Dalam teori pembinaan lebih menitik beratkan
perhatiannya kepada pelaku kejahatannya. Dasar dari pemidanaan ini
adalah hal yang perlu dilakukan untuk dapat memperbaiki pelaku
tindak pidana. Menurut teori pembinaan, tujuan dari pidana untuk
mengubah tingkah laku dan kepribadian pelaku kejahatan agar
meninggalkan perilaku atau sikap yang bertentangan dan tidak sesuai
dengan norma atau aturan hukum yang berlaku. Teori ini juga dianut
dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Hukum Pidana

Hukum pidana berasal dari bahasa Belanda “Stafbaar feir” yang
apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki beberapa istilah
seperti, “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak Pidana”,
“Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Pemerintah tidak
menetapkan secara resmi istilah “Stafbaar feir” dalam bahasa Indonesia,
sehingga tidak hanya memiliki satu pengertian saja.”

Hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. kata
“pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa
dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak baik
dirasakannya dan juga hal yang tidak biasanya dilimpahkan, tentunya

terdapat alasan dalam melimpahkan pidana tersebut, dan alasan tersebut

24 Fran Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, 124.
% H.L.A.Hart, Konsep Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2013), 248.
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selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya
seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik, maka unsur
“hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.?®

Hukum pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari
dalam kehidupan masyarakat.?’

Hukum pidana dapat diartikan sebagai kesuluruhan peraturan hukum
yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya
dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini
mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu
peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.?®

Menurut Wirjono Prodjodikiro, hukum pidana merupakan peraturan
hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”
yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum

sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-

%6 Wirjono Prodjodikiro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama,
2003), 1

2" Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9

%8 Fran Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2012), 2
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hari dilimpahkan.?

Dan juga menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, hukum pidana
dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu : Hukum pidana dalam arti
objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan
atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan
hukuman.dan hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan
yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan
perbuatan yang dilarang.®
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana umumnya dapat di jabarkan dalam unsur-unsur yang
terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah:*!
1) Adanya sifat melawan hukum atau wederrechtteliklheid
2) Kualitas pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
3) Kausalitas, hubungan antaraa suatu tindak pidana sebagai
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
b. Tujuan Hukum Pidana
Tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan orang
perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan

masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang sebanding dari

*° Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT Refika Aditam,
2011), 6

% Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2011), 14

# Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, 66
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kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa
yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang
dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara,
masyarakat harta benda milik individu.*

Kehadiran hukum pidana dalam masyarakat memiliki tujuan untuk
memberikan rasa aman dan tenang kepada individu ataupun kelompok
dalam lingkungan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-
hari. Pidana dikatakan sebagai nestapa khusus (bijzonder leed) karena
hukuman pidana merupakan hukuman yang umumnya dianggap
sebagai hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman
dalam bidang hukum perdata dan hukuman dalam bidang hukum
administrasi negara.*®

Terdapat dua perspektif yang berbeda tentang tujuan dari
keberadaan hukum pidana, menurut perspektif yang pertama tujuan
hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan,
merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada
kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana yaitu untuk
melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan.

Menurut perspektif yang kedua, tujuan hukum pidana adalah
untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewengan
penguasa. Perspektif ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa

kekuasaan cenderung disalahgunakan , sehingga diadakannya hukum

%2 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu, 33
33 Fran Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, 6
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pidana justru untuk membatasi kekuasaan penguasa.®*
c. Fungsi Hukum Pidana
Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan ini,
maka dapatlah diketahui bahwa fungsi hukum pidana memiliki fungsi
ganda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana
penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian poltik
criminal) dan yang sekunder ialah sebagai sarana pengaturan tentang
kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara
dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang
kedua ini tugas hukum pidana adalah policing the police, yakni
melinduni warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang
mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.*
3. Tindak Penganiayaan
Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan
atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau
luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat
menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan
adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata

lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada.

% Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, 12
% Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, 36
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Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang
dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka
yang dinamakan penganiayaan adalah:*

a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
b. Menyebabkan rasa sakit
c. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan
sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan
sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.*’
Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan
menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain,unsur dengan sengaja
disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang
lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu
perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada
perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam
hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya
menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul,
menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti

bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap

%R. Soesilo, Hukum Pidana di Indonesia, (Bogor: PT. Refika Aditama, 2014), 245
3" Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 48
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manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang
lain.®
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan
adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada
orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau
anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai
dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :
a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan
sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
pekerjaan pencarian
c. Kehilangan salah satu panca indra
d. Mendapat cacat berat
e. Menderita sakit lumpuh
f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan
terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu
perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan

maupun dendam pribadi.

% Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 34
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a. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur

sebagai berikut:

1)

2)

Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan).
Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus
diartikan sempit vyaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet
alsogmerk).

Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun
kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan
kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran
tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai
kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran
secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan
sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan
kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap
akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah
merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan
yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang
dikehendaki atau dimaksudkannya.

Adanya Perbuatan
Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang

dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia



33

menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya
sehari-hari.*
b. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan
Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas :
1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan
penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal
351 KUHP vyaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan
penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak
menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban
tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.

3) Penganiyaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila
mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau
alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan
berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki
sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana
tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila

kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3)

¥ Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Djambatan, 2003), 74



34

bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan
berencana (Pasal 340 KUHP).
4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat
pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja.
Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana
yaitu, pebuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan
diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

4. Hukum Pidana Islam
a. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab diseut dengan jarimah
atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata jarama-
yajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Secara
terminologis, jarimah merupakan larangan-larangan syara’ yang
diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir.*

Konsep jinayah berasal dari kata jana, yajni, yang berarti
kejahatan, pidana, atau criminal. Jinayah merupakan perbuatan yang
diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan  kerugian- atau
kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana

Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup

hukum Islam, terjemahan dari konsep ‘uqubah, jarimah, dan jinayah.**

%0 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1
! Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2020), 13
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Menurut M. Nurul Irfan dalam bukunya menjelaskan hukum
pidana Islam sebagai bagian dari hukum Islam atau figh secara umum
yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana
ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam,
dan ihsan, atau kaidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini
memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. llmu tentang iman
atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau
syariah disebut dengan ilmu figh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak
disebut dengan ilmu tasawuf.*?

Terdapata tiga istilah yang digunakan dalam pengertian hukum
pidana Islam, yakni:

1) Jarimah
Yang dimaksud dengan kata-kata “jarimah” ialah larangan-
larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had
atau ta’zir.®

Dalam bahasa Arab, hukum pidana Islam disebut dengan
jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata
jarama-yajrimu-jarimatan - yang - memiliki - arti - “berbuat - dan
memotong”, selain itu kata jarimah juga berawal dari kata ajrama-
yajrimu  yang memiliki arti “melakukan tindakan yang

bertentangan dengan kebenaran, keadilan serta menyimpang dari

jalan yang lurus”. Secara terminologis, jarimah merupakan

2 M. Nurul Irfan, Hukum Pidan Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 1
* Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 1
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larangan syara’ yang perbuatannya diancam oleh Allah dengan
mendapatkan hukuman hudud maupun ta’zir.
a) Unsur-unsur umum jarimah

1) Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman
terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur formil”
(rukun sya’i)

2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa
perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan
unsur ini biasa disebut “unsur materiel” (rukun maddi)

3) Pelaku jarimah adalah orang mukallaf, yaitu orang yang
dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap jarimah yang
dilakukannya, dan unsur ini biasa disebut “unsur moril”
(rukun adabi).**

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan
untuk digolongkan kepada “jarimah”. Disamping unsur umum
pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk
dapat dikenakan hukuman, seperti unsur “pengembalian dengan
diam” bagi jarimah pencurian.  Perbedaan antara unsur-unsur
umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum
satu macamnya pada semua jarimah, maka unsur-unsur khusus

dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut jarimah.

* Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 6
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2) Jinayah

Jinayah secara etimologis berasal dari kata jana-yajni-
jinayatan yang memiliki arti sebagai berbuat dosa. Sedangkan
secara terminologis, jinayah merupakan suatu perbuatan yang
dilarang oleh syara’ baik itu perbuatan yang merugikan harta
benda, jiwa dan lainnya.

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminologi syara’
mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, Yyaitu
pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jumhur ulama
menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut
jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lannya membatasi
pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan gisas. Dengan
demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologis syara’
adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan figh jinayah
sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan
(tindak) pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan
kandungan jarimah.*

3) Ma’shiyat

Dalam hukum pidana islam, istilah ma’shiyat merupakan
melakukan tindakan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh
hukum. Sehingga istilah ma’shiyat hanya mencakup unsur

perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.*®

> Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 3
* Mardani, Hukum Pidana Islam, 1-3
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b. Macam-Macam Jarimah
Jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan
berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya
oleh AL-Qur’an dan Hadis. Atas dasar tersebut, ulama membaginya
menjadi 4 (empat) macam :
1) Jarimah Hudud
Jarimah hudud merupakan hukuman yang tidak bisa
dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan
ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had
(hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman had yang
dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta
tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau
masyarakat (ulil amri).*” Jarimah hudud juga mempunyai
pengertian lain ialah, jarimah yang bentuk hukumannya adalah had,
yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan
menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut
tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian
hak Tuhan 1ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan
baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun
oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.*® Hukuman yang
termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh

kepentingan umum  (masyarakat), seperti untuk menjaga

*" Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2020), 47
*8 Ahmad Hanfi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 7
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ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan

hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.*’

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, hudud merupakan
jamak dari had, artinya batas antara dua hal, menurut Bahasa bisa
juga berarti mencegah, dan menurut syariat hudud merupakan
hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah.
Hukum yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang
dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk
memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat
penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua
masyarakat.>

Kata hudud vyaitu bentuk jamak dari kata had. Pada
dasarnya, had berarti pemisah antara dua hal atau yang
membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Hukuman-hukuman
yang dijatunkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut hudud
karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang
yang dikenakan hukuman: tidak: mengulangi perbuatan yang
menyebabkannya dihukum.®® Had juga berarti kemaksiatan

sebagaimana dalam firman Allah di Surah Al-Bagarah ayat 187:

* Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 17

%0 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 9

> Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2020), 46
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Artinya : Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan
istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak
dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu
dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan
carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan
minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang
putih  dan benang hitam, vyaitu fajar. Kemudian,
sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi,
jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan)
beriktikaf di masjid. ltulah batas-batas (ketentuan) Allah.
Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka
bertakwa.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah
pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam
Masjidil Haram) Pada awalnya, orang yang tidur pada malam puasa
(Ramadan) kemudian bangun sebelum fajar, dia dilarang makan
atau mendekati istrinya. Kemudian larangan ini dihapus, dan Allah
memperbolehkan  bagi - kalian = wahai orang-orang = mukmin
menggauli istri-istri- kalian pada -malam-malam hari puasa
(Ramadan). Istri-istri kalian adalah tabir dan penjaga kehormatan
kalian, dan kalian adalah tabir dan penjaga kehormatan istri-istri
kalian. Kalian saling membutuhkan. Allah mengetahui bahwa
tadinya kalian sempat mengkhianati diri kalian sendiri dengan

melakukan sesuatu yang dilarang, maka Allah menunjukkan

%2 Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 2.
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belaskasih-Nya kepada kalian, menerima taubat kalian dan
meringankan beban kalian. Sekarang ini, gaulilah mereka dan
mintalah keturunan yang telah Allah tetapkan bagi kalian, serta
makan dan minumlah di sepanjang malam itu sampai kalian
melihat terbitnya fajar sadik, yaitu dengan adanya warna putih fajar
yang terpisah dari kegelapan malam. Kemudian sempurnakanlah
puasa kalian dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan
puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan
janganlah kalian menggauli istri-istri kalian ketika kalian sedang
iktikaf di dalam masjid, karena itu akan membatalkan iktikaf
kalian. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah batas-batas
yang telah ditetapkan oleh Allah antara yang halal dan yang haram,
maka jangan sekali-kali kalian mendekatinya, karena orang yang
mendekati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah sangat
rentan jatuh ke dalam area yang haram. Dengan penjelasan yang
jelas dan nyata seperti inilah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada manusia, agar mereka bertakwa kepada-Nya dengan cara
menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.>®
c. Macam-macam jarimah hudud antara lain:
1) Jarimah Zina
Dalam masalah hukuman yang diancamkan terhadap pezina

terdapat dalam Surah An-Nur ayat 2 :

%3 Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 24.
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Artinya : Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-
masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa

belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman

kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah

(pelaksanaan) hukuman atas mereka dikorbankan oleh
sebagian orang-orang mukmin.>

Dengan turunnya Surah An-Nur ayat 2 tersebut maka
hukuman untuk penzina dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai
berikut :

a) Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi

pezina yang belum berkeluarga (ghairo muhshan)

b) Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhshan) di samping dera

seratus kali *°

2) Jarimah Qadzaf
Asal makna gadzaf ialah arramyu (melempar), umpamanya
dengan batu atau dengan yang lain. Adapun lima syarat yang
berhubungan dengan orang yang dituduh berzina yaitu muslim,
balig, berakal, merdeka, dan orang baik-baik yang belum pernah
dikenai hukuman had zina sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari

firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 4 :

> Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 24.
> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 28
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Artinya: “Orang-orang Yyang menuduh (berzina terhadap)
perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan
empat orang korban, maka deralah mereka (para penuduh
itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima
kekorbanan mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah
orang-orang yang fasik.”*®

O 1\

14
@

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa orang yang dituduh harus
orang baik-baik agar had menuduh berzina dapat diberlakukan.”’
Seseorang wajib dikenakan had karena menuduh orang lain berzina
yang kemungkinan besar ia telah berbohong dan mencemarkan
nama baik orang yang dituduh.

3) Jarimah Syurbul Khamr

Islam melarang meminum khamr (minuman keras) karena
khamr dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits).”
Islam memandang khamr sebagai salah satu faktor utama
timbulnya kejahatan, seperti menimbulkan permusuhan dan
kebencian antara sesama manusia.”® Meminum khamr termasuk
tindak pidana hudud, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah,
hukuman  untuk peminum minuman keras (kharm) vyaitu dera

delapan puluh kali. Sedangka menurut Imam Syafi’i dan satu

% Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 4.

% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 260

%8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016)71

> Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 165



44

riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum
minuman keras (khamr) tersebut ialah dera empat puluh kali.*®

Adapun larangan meminum khamr serta untuk menjauhi

minuman khamr yaitu terdapat dalam firman Allah SWT pada

Surah Al-Maidah ayat 90 :
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Artinya: Wahai orang-orang Yyang beriman, sesungguhnya

minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan

mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan

keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.®

Ayat ini secara tegas mengharamkan meminum khamr,
karena kalimat “ijtanibu” dalam ayat tersebut merupakan perintah
(al-amr) untuk menjauhi khamr, sebab meminum khamr dosanya
lebih besar daripada manfaatnya.

4) Jarimah Hirabah

Secara harfiah, kata hirabah berarti memerangi atau
membuat kekacauan®. Hirabah merupakan tindak kekerasan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak
lain, baik dilakukan di dalam maupun di luar rumah, dengan tujuan
menguasai harta korban, membunuh korban, atau sekedar meneror

korban.%®

80 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 76
%! Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 5.

62 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 72

%3 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 88
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Sanksi hukuman terhadap pelaku jarimah hirabah disebut

secara tegas dalam Al-Quran pada Surah Al-Ma’idah ayat 33-34 :
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Artinya: (33) Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan
rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah
dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara
silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang
demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan
di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.
(34) kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu
dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah  bahwa
sesungguh 6ya Allah  Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.

Avyat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt. tentang
hirabah, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk
mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti
perampokan dan terorisme.

5) Jarimah Riddah

Riddah merupakan kembali ke jalan asal atau kembalinya
orang Islam yang berakal dan dewasa pada kekafiran dengan
kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain.®* Riddah
secara istilah hukum pidana Islam berarti Kembali dari agama

Islam menuju kekafiran yang dilakukan dengan sebatas niat atau

% Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 5.
% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2020), 441
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dengan ucapan, baik sebagai penghinaan, penentangan, maupun
keyakinan.®®

6) Jarimah Al Baghyu

Al-baghyu secara terminologis merupakan sikap menolak
untuk tunduk terhadap seorang pemimpin yang sah secara terang-
terangan atau nyata melakukan perlawanan.®” Sanksi hukum bagi
pelaku tindak pidana pembrontakan adalah hukuman mati,

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 :
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Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai,
damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya
berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah
(golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan
itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu
telah kembali (kepada perintan Allah), damaikanlah
keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.®®

Avyat ini secara tegas menjelaskan dalam memberikan
sanksi terhadap pelaku pembrontakan harus tegas dan-adil tanpa
memandang siapapun yang melakukan pembrontakan tersebut,
sebab Allah akan bersama orang-orang yang adil dan perbuatan
adil sangat diperlukan dalam memutuskan hukuman secara

setimpal.

% M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 71-72

67 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 152

% Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 49.
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d. Jarimah Qisas

Secara umum qisas adalah akibat yang sama dikenakan kepada
orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau
menghilangkan anggota badan orang lain. Qisas merupakan hukuman
terbaik yang menceriminkan keadilan dan keseimbangan sehingga
terdakwa mendapat imbalan yang sama dan setimpal dengan
perbuatannya. Qisas ditujukan agar pembuat jarimah (tindak pidana)
dijatuhi hukuman yang setimpal, sebagai balasan atas perbuatannya. *°

Qisas juga merupakan hukum pokok bagi perbuatan pidana
dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan
dengan sengaja, seperti membunuh melukai, menghilangkan anggota
badan dengan sengaja.

Jarimah gisas ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan
penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu :.
1) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan yang
dilkakukan secara kesengajaan dengan sasaran jiwa korban dan
mengakibatkan kematian. Dalam hal ini terdapat dua unsur pokok,
yaitu kesengajaan berbuat atau perbuatan tersebut diniati.
Pembunuhan sengaja merupakan suatau pembunuhan dimana
pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan

dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang

% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2020), 73
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yang menjadi korban.”® Perbuatan pembunuhan sengaja ini
termasuk dosa yang paling besar dan keji, pembunuhan sengaja
diberi sanski hukuman gisas, yaitu menjatuhkan hukuman mati
kepada pembunuhnya.”
2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Menurut Hanafiyah pengertian pembunuhan menyerupai
sengaja ialah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul
korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang
mengakibatkan kematian. Dari definisi pengertian pembunuhan
menyerupai sengaja tersebut memiliki dua unsur, yaitu unsur
kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat
dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan, sedangkan unsur
kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan
demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya
kesengajaan dalam berbuat.”? Pembunuhan ini tidak menyebabkan
gisas, tetapi wajib membayar diyat mughallazhah (diyat besar)
yang dibebankan kepada karib kerabat terbunuh, yang bisa
diangsur selama tiga tahun.”

3) Pembunuhan Karena Kesalahan
Menurut Sayid Sabib pembunuhan karena kesalahan ialah

apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan

" Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 140

™ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 277

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah,141

® Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2020), 280
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untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau
membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang
dijamin keselmatannya dan membunuhnya, secara sederhananya
pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi
tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun
objeknya.”
4) Penganiayaan Sengaja

Penganiayaan sengaja merupakan bentuk perbuatan yang
dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang
mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan, atau hilangnya
fungsi anggota badan. Terdapat dua unsur pokok dalam
penganiayaan sengaja ini, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang
diakibatkan  dikehendaki.” Penganiayaan sengaja terdapat
perbedaan ancaman hukuman antara hukum pidana Islam dengan
KUHP. Dalam penganiayaan sengaja hukumannya adalah gisas
yang dapat diganti dengan diyat apabila korban atau walinya
menginginkan diyat. Dalam hukum pidana nasional hukuman bagi
penganiayaan sengaja adalah penjara, untuk hukuman-penjaranya
juga bervariasi ada yang dua tahun delapan bulan, empat tahun,

tujuh, delapan, dan dua belas tahun.

* Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 143
"> Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 578
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5) Penganiayaan Tidak Sengaja
Penganiayaan tidak sengaja merupakan suatu perbuatan
dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada
maksud melawan hukum. Pelaku tersebut melakukan suatu
perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan
untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya
memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu.
e. Dasar Hukum Qisash

Hukuman qisas disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan

ijma’. Dasar hukum dari Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat, antara

lain :

1) Surah Al-Bagarah ayat 178
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu
(melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang
dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan
perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya
hendaklah mengikutinya  dengan cara yang patut dan
hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.
Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari
Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia

akan mendapat azab yang sangat pedih.’

Dari ayat tersebut diperintahkan untuk memberikan

kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak,

’® Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 2.
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baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan. Serta sanksi
harus sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh yang

membunuh terhadap yang dibunuh.

2) Al-Maidah ayat 45
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Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di
dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa,

mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan

telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya
(balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak
kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa

yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan

yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang
zalim.”

Ot%

Dalam ayat tersebut dijelasakan secara sederhananya ialah
dimana ketentuan hukum qisas ini seluruh kaum muslim yang
merdeka baik yang laki-laki maupun yang wanita disamakan
haknya di antara sesama mereka, jika tindak pidana dilakukan
dengan sengaja, baik yang menyangkut jiwa ataupun sebawahnya.
Para budak itu disamakan pula, baik yang laki-laki maupun yang
wanita di antara sesama mereka, jika tindak pidana dilakukan

dengan sengaja, baik yang menyangkut jiwa atau sebawahnya.

Di antara jarimah gisas yang paling berat adalah hukuman

bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena

" Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 5.
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hukumannya dibunuh. Pada dasarnya, seseorang haram
menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan syara’, bahkan Allah
mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran
selain pembunuhan terhadap orang mukmin. Dalam Al-Qur’an

surat An-Nisa’ ayat 93 yang disebutkan :
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Artinya: Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di
dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan
menyediakan baginya azab yang sangat besar.

Adapun Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi
Arabia tentang surat An-Nisa’ ayat 93 ini yaitu “dan barangsiapa
berbuat melampaui batas terhadap seorang mukmin dengan
membunuhnya secara sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan,
maka hukuman baginya adalah neraka jahanam, dia kekal disana
disertai dengan kemurkaan Allah kepadanya dan terusir dari
rahmat-Nya, jika Allah memberikannya balasan karena dosanya,
dan Allah menyediakan baginya siksaan yang paling keras
disebabkan apa yang telah mereka lakukan berupa tindakan
kejahatan besar. Akan tetapi, Allah memafkan dan melimpahkan
karunia-Nya kepada orang-orang beriman, maka Allah tidak

membalas mereka dengan kekekalan dalam neraka jahanam”.”®

'8 Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 4.
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Qisas berbeda dengan diyat. Qisas merupakan bentuk
hukuman bagi pelaku pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota
badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun diyat merupakan
hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan objek yang
sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja.
Jarimah yang termasuk dalam kelompok gisas terdiri atas tiga
macam, yaitu pembunuhan yang disengaja, pelukaan, penganiayaan
sengaja.”

f. Jarimah Diyat

Diyat dalam arti jarimah merupakan perbuatan yang dilakukan
seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatannya
mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, maupun tidak
berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau
semisengaja. Adapun diyat dalam arti hukuman merupakan hukuman
pokok bagi jarimah dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan
sengaja maupun semisengaja. Di samping itu, diyat merupakan
hukuman pengganti dari hukuman pokok (gisas) yang dimaafkan atau
karena sebab tertentu yang tidak dapat dilaksanakan. Diyat merupakan
hukuman pokok bagi pembunuhan tidak  disengaja, pembunuhan

semisengaja.®’

" Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 4
8 Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 583
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Hukuman diyat disyari’atkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil
dari Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi Muhammad antara lain dalam Surah

An-Nisa’ ayat 92 :
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Artinya: Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang

mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang

membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah)

memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan

(membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya

(terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum

yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah

pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika

dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian

(damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah

pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada

keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah.

Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah

berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara

bertobat - dari Allah. Allah. Maha Mengetahui lagi
Mahabijaksana.®*

Adapun tafsir dari ayat tersebut menurut Al-Wajiz / Syaikh Prof.
Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah, isi dari
tafsirnya ialah, tidak patut seorang mukmin membunuh mukmin yang
lain, kecuali karena tidak sengaja. Barangsiapa membunuh seorang
mukmin karena tidak sengaja seperti melempar sesuatu sehingga

mengenai  seseorang hingga meninggal, maka hendaklah ia

81 Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 4.



55

memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman sebagai penebus
dari kesalahannya, serta membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarga ahli waris si terbunuh itu, kecuali jika ahli waris keluarga
terbunuh bersedekah dengan memberi maaf kepada pembunuh dengan
diyat atau separuhnya. Diyat adalah harta yang diberika sebagai ganti
darah orang yang terbunuh untuk ahli warisnya. Jika si terbunuh dari
golongan kaum kafir yang memerangi orang Islam, namun dia
beriman, sebab telah masuk Islam namun belum hijrah maka tidak ada
diyat untuk si pembunuh. Namun dia tetap wajib memerdekakan
hamba sahaya yang beriman. Sebab keharamannya adalah sedikit dan
agar orang-orang kafir tidak semakin kuat dengan pembayaran diyat
yang kita lakukan. Namun jika si terbunuh adalah orang kafir yang
sudah ada perjanjian damai dengan kalian, dan dia beriman maka wajib
membayar diat untuk ahli warisnya, dan juga wajib memerdekakan
hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperoleh
seorang hamba sahaya, atau harta untuk membayar diyat maka
hendaklah si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa jeda
sebagai pengganti pembayaran  diyat. Namun jika tiba-tiba berbuka
tanpa ada udzur wajib bagi dia untuk mengulangi puasa lagi sejak hari
pertama. Udzur di sini seperti haid dan sebagainya. Semua ini
disyariatkan untuk kemurahan dan kemudahan penerimaan taubat dari
pada Allah bagi si pembunuh yang tidak sengaja. Dan adalah Allah

Maha Mengetahui atas kebaikan untuk hamba-Nya lagi Maha
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Bijaksana dalam segala perbuatan-Nya dan syariat-Nya. Abu Zaid
berkata bahwa ayat ini turun untuk seorang laki-laki yang terbunuh
oleh Abu Darda’. Orang itu sedang menggembala kambing, dan dia
beriman. Dia terbunuh, kemudian kambing-kambing itu diberi minum
kepada Rasulullah. Qasim berkata bahwa ayat ini turun ketika ‘lyash
bin Rabiah Al Makhzumi membunuh Haris bin Zaid sahabat yang
sangat dicintai Nabi, kemudian dia mendatangi Rasul dan ingin masuk

Islam, sedang lyash tidak sengaja hingga Haris bin Zaid terbunuh.

Adapun dari hadist Rasulullah SAW diantaranya ialah:

~
O -9
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Artinya: Barangsiapa yang keluarganya terbunuh maka ia bisa memilih

dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa juga memilih
pelakunya dibunuh (gishésh). [HR al-Jama’ah].

Dari hadist tersebut dijelaskan apabila diantara keluarga kita ada
yang terbunuh maka pembunuh tersebut memiliki dua pilihan, bisa
memilih hukuman diyat atau hukuman qishah. Dari hal ini bisa
disimpulkan bahwa dalam sebuah perbuatan yang merugikan orang
lain * bahkan menghilangkan 'nyawa seseorang, hukuman yang
ditawarkan ada dua macam, namun- hukuman yang dikedepankan
adalah hukuman qisas, untuk hukum diyat sendiri menjadi pilihan

kedua apabila hukuman pertama dimaafkan oleh korban.
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1) Macam-Macam Diyat
a) Diyat Mughalladzah
Diyat mughalladzah  berlaku dalam  pembunuhan
menyerupai sengaja. Menurut Hanafiyah diyat mughalladzah
juga berlaku dalam pembunuhan sengaja yang terjadi karena
syubhat, yaitu pembunuhan oleh orang tua atas anaknya. Diyat
dalam pembunuhan sengaja ini berlaku dengan persetujuan
pelaku dan wali korban, setelah adanya pemaafan dari pihak
keluarga atau sebagian dari kluarga. Menurut jumhur ulama,
diyat mughalladzah berlaku dalam pembunuhan sengaja
apabila gisas dimaafkan oleh keluarga korban, dan pembunuhan
menyerupai  sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah diyat
mughalladzah dalam pembunuhan sengaja berlaku apabila
disetujui wali korban, dan juga dalam pembunuhan oleh orang
tua kepada anaknya.®
b) Diyat Mukhaffafah.
Diyat mukhaffafah  merupakan diat yang diperingan.
Keringanan tersebut dapat dilihat dalamtiga aspek :
(1) Kewajiban = pembayaran —dibebankan kepada ‘agilah
(keluarga)
(2) Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun

Kompensasi diyat dibagi kepada lima kelompok:

82 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 170
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(1) 20 ekor unta bintu makhad (unta bertina umur 1-2 tahun)
(2) 20 ekor unta ibnu makhad (unta jantan umur 1-2 tahun)
(3) 20 ekor unta bintu labun (unta bertina umur 2-3 tahun)
(4) 20 ekor unta bintu higgah (umur 3-4 tahun)

(5) 20 ekor unta jadz ‘ah (umur 4-5 tahun).®

Perbedaan mendasar antara diyat mukhaffafah dan diyat
mughalladzah terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi
jumlah unta, antara diyat mukhaffafah dan diyat mukhaffafah
sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau diyat
mukhaffafah hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20
ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain 2-3 tahun, 20
ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor yang lain berumur
4-5 tahun. Sedangkat diyat mughalladzah terdiri dari tiga
katagori terakhir diatas ditambah 40 ekor unta.

Diyat penganiayaan fisik, berbeda dengan pembahasan
diat pembunuhan, pada diat penganiayaan terdapat spesifik dan
identifikasi jenis-jenis penganiayaan serta di bagian tubuh
mana hal itu terjadi. Pada tubuh manusia ada anggota badan
yang tunggal dan berpasangan. Contoh anggota tubuh yang
tunggal adalah hidung, lidah dan alat vital. Sementara itu,
contoh pada anggota tubuh yang berpasangan adalah tangan,

kaki, mata, pipi, telinga.®*

8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 170
8 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 45
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Diyat berlaku pada penganiayaan anggota tubuh.
Ketentuannya jika tubuh baik tunggal maupun berpasangan di
potong atau dilukai hingga tidak berfungsi secara baik, berlaku
diat secara sempurna, akan tetapi jika yang terluka sebagian
tubuh saja atau salah satu dari anggota tubuh yang
berpasangan, hanya separuh dari diat yang disepakati d sebuah
tempat dan masa tertentu. Diat sempurna berupa seratus ekor
unta dan separuhnya adalah lima ekor unta.®®

2) Jarimah Ta’zir

Jarimah ta zir merupakan suatu istilah untuk hukuman atas
jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.
Di kalangan fugaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum
ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jarimah fa zir.®® Ta zir
sendiri merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya
ditentukan penguasa. Jarimah ta’zir berbeda dengan jarimah hudud
dan jarimah gisas yang bentuk hukumannya telah ditentukan oleh
syara’. Tidak adanya ketentuan tentang hukuman pada jarimah
ta’zir karena jarimah-ini berkaita dengan perkembangan masyrakat
serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah
dan berkembang. Perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah karena

bertentangan dengan kemaslahatan umum.®’

8 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 46
8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 249
8 Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 75
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Jarimah ta’zir secara umum terbagi kedalam dua kategori :
a) Tak zir syara’

Ta’zir syara’ ditentukan oleh syara’ dan bersifat abadi,
artinya sejak diturunkan oleh pembuat syariat, selamanya
dianggap jarimah. Ini karena jarimah ta’zir syara’ sejak awal
telah dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.

b) Ta'’zir Penguasa

Ta zir penguasa ditentukan oleh penguasa dan bersifat
sementara, bergantung pada keadaan dan dapat dianggap
jarimah apabila diperlukan. Sebaliknya dapat dianggap bukan
jarimah jika menghendaki demikian. Hal ini karena pada
dasarnya ta’zir penguasa bukan perbuatan yang dilarang
mengerjakannya, melainkan keadaan yang menyebabkan
perbuatan itu dilarang. ®

Jenis sanksi jarimah ta’zir secara penuh terletak pada
wewenang penguasa demi terealisasinya kemasalahatan umat.
Dalam penetapan jarimah ta zir, acuan utama penguasa adalah
menjaga kepentingan umum  dan melindungi-setiap ‘anggota
masyarakat dari segala hal yang membahayakan. Di samping
itu, penengakan jarimah ta’zir harus sesuai dengan prinsip
syar’i (nash).® Sanksi hukum fazir banyak jumlahnya, dari

hukuman paling ringan hingga hukuman yang paling berat.

% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 76
% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2020), 77
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Hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara hukuman
tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah
dan diri pembuatnya.

Jenis-jenis hukuman ta zir antara lain :

(1) Hukuman mati. Penguasa dapat memutuskan hukuman mati
bagi pelaku jarimah, meskipun hukuman mati masih
digolongkan sebagai fa’zir, missalnya koruptor dihukum
gantung.

(2) Hukuman jilid. Hukuman ini cukup efektif dalam
memberikan efek jera bagi pelaku jarimah fa zir.

(3) Hukuman  penjara/kurungan. Hukuman ini  mutlak
dikategorikan sebagai ta’zir, hukumana penjara dalam
perspektif hukum pidana Islam berbeda dengan perspektif
hukum positf. Menurut hukum Islam, penjara bukan
dipandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap
sebagai hukuman pilihan.

(4) Hukuman salib

(5) Hukuman ancaman (tahdid),” teguran - (tanbih), dan
peringatan

(6) Hukuman pengucilan (al-hajru)

(7) Hukuman denda (tahdid).*

% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 595-596
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Hukuman ta zir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan
yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya
(misalnya ada keraguan dalam bukti, pencurian ringan, dan lain-
lain), ataupun terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi
tidak ditetapkan hukuman tertentu (misalnya makan daging babi,
mengurangi timbangan, dan lain-lain). Hukuman ¢a zir juga dapat
dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan
kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat.*

5. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber-sumber hukum pidana Islam maksudnya ialah, dapat
dijadikan sebuah pijakan dalam menentukan aturan, hukum maupun norma
yang mengatur kehidupan umat Islam. Adapun sumber-sumber hukum

pidana Islam diantaranya ialah:

a. Al-Qur’an

Secara terminologi, Al-qur’an memiliki pengertian sebagai
kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari surat
Al-fatihah dan berakhir dengan surat An-Nas. Al-qur’an diturunkan
menjadi “sebuah pegangan bagi ‘manusia yang  ingin -menggapai
kebahagaian dunia maupun di akhirat, dan Al-qur’an dijadikan sebagai
sumber hukum Islam mengindikasikan bahwa Islam menghendaki dan
mengatur sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran dan ketentuan guna

mengatur perilaku manusia. Al-qur’an sebagai kitab suci dan sumber

% Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 13-14
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yang utama diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW
dalam bentuk wahyu, dan divisualkan dalam bentuk huruf Arab
kemudian dikodifikasikan dalam bentuk mushaf. Mushaf berisi ayat-
ayat yang diturunkan di kota Mekah atau ayat-ayat Makkiyah dan
sebagian ayat yang diturunkan di Madinah atau ayat-ayat
Madaniyyah.*

Beberapa firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan
bahwa Al-Quran sumber utama bagi ketentuan hukum Islam
diantaranya ialah:

1) Surat Al-Isra’ ayat 9
o ctla Sazs o3 Gandadl 525 4531 o ol s G 1 &y
Artinya: Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberi petunjuk ke (jalan)
yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada
orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa
bagi mereka ada pahala yang sangat besar.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran merupakan
petunjuk bagi. orang-orang yang beriman. Menurut ulama ushul
figh, ayat tersebut dapat dimaknai bahwa Al-Quran menjadi
patokan atau kaidah dan tatanan hukum untuk manusia dalam

menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut peraturan

atau hukum-hukum Allah SWT.%

% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 115
% Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 17.
% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 117
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2) Surat Al-A’raf ayat 157
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Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad),
Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya)
mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang
ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang
makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan
segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang
buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta
belenggu-belenggu yang ada pada mereka.YAA) Adapun
orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya,
menolongnya, dan mengikuti cahaya terang Yyang
diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-
orang beruntung.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan
hukum yang menetapkan baik dan buruk, yang menjelaskan sanksi
hukum yang menetapkan baik dan buruk yang pasti bagi para
pelaku kejahatan, dan yang membedakan antara hukum Allah dan
hukum buatan manusia yang diciptakan atas dasar hawa nafsu yang
menyengsarakan.*

Dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam, ketentuan
hukum dalam  Al-Quran, terutama yang menyangkut
kemasyarakatan, seperti kepidanaan memiliki akibat ganda, yaitu
di dunia dalam bentuk hukum pidana dan akhirat dalam bentuk

siksa, hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah SWT terdapat

% Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 7.
% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 119
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dalam surat An-Nisa’ ayat 93 dan surat Al-Ma’idah ayat 33, Allah

berfirman:

ol il e Al Cadg e 1 s offisd 1RE LB o5
Ay ke Glie J

Artinya: Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di

dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan
menyediakan baginya azab yang sangat besar.”’

RY
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Artinya: Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan
rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah
dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara

silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang
demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia

dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat

berat.”
Penjelasan terhadap kedua ayat Al-Quran tersebut, dimana

pelaku jarimah akan mendapat hukuman di dunia sesuai dengan
jenis jarimah dan akan mendapat siksa Allah SWT di akhirat,
begitu pula dengan perbuatan yang dilakukan di dunia (berbuat
jarimah) yang telah dibalas dengan hukuman di dunia, tidak
menghilangkan hukuman di akhirat. Hal itu bergantung pada

diterima tidaknya tobat yang bersangkutan oleh Allah SWT.*

% Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 4.
% Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 5.
% Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 119
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b. Hadist atau Sunnah

Hadist ataupun sunnah nabi merupakan suatu perkataan

ataupun berita yang sudah menjadi jalan hidup yang telah dijalanni

ataupun suatu kebiasaan yang telah dibiasakan oleh Rasulullah SAW.

Hadist atupun sunnah merinci keumuman paparan ayat-ayat Al-qur’an

karena kitab suci Al-Qur’an sebagai pedoman hidum umat islam agar

mudah dipahami dan diamalkan.

Dari definisi sunnah di atas data disiketahui bahwasanya

sunnah terdiri atas tiga macam, antara lain:

1)

2)

3)

Sunnah berupa ucapan Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ucapan
la dharara wa la dhirara (tidak boleh membuat mudharat pada diri
sendiri dan orang lain) dan innama al-a’'mal bi al-niyyat
(sesungguhnya semua perbuatan tergantung niatnya)

Sunnah berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW. Misalnya, cara
pelaksanaan shalat lima waktu, cara melaksanakan manasik haji,
dan ketentuan tentang harus adanya korban atau menuduh harus
disertai bukti

Sunnah berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Misalnya, sikap
diam atau pernyataan setuju bahwa sesuatu itu baik. Contoh sunnah
tagririyyah, antara lain kasus dua orang yang melakukan perjalana
yang kemudian dating waktu shalat. Mereka bertayammum untuk
shalat karena tidak bisa menemukan air untuk berwudhu. Akan

tetapi, tidak lama kemudian mereka berdua menpendapat air. Salah
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seorang di antara mereka mengulang shalatnya, tetapi yang lain
tidak. Setelah kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad
SAW, beliau bersabda kepada yang tidak mengulang shalatnya,
“Kamu benar dan shalat kamu sah,” sedangkan kepada yang
mengulang shalatnya, beliau bersabda “Kamu mendapatkan pahala
dua kali). *®

c. Ijma’

Ijma’ adalah suatu kesepakatan dari seluruh mujtahid mengenai
suatu hukum syara’ yang dilakukan setelah Rasulullah wafat. Dalil-
dali nash yang terdapat dalam Al-qur’an yang menjelaskan tentang
ijma’ dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Ijma’ harus mempunyai dasar, yaitu Al-Quran dan Sunnah
Nabi Muhammad SAW, karena ijma’ tidak bisa didasarkan atas
kesukaan hati sendiri, melainkan harus ditegakkan atas aturan-aturan
Syara’ yang umum dan jiwa Syara’. Apabila tidak terdapat nash dari
Al-Quran dan Sunnah. Kesepakatan mujtahidin atas sesuatu hukum
tertentu menunjukkan dengan pasti bahwa hukum tersebut sesuai
dengan prinsip dan jiwa Syara’ itu. Persamaan pendapat, meskipun
dari bermacam-macam negeri dan aliran menunjukkan bahwa mereka

telah mencapai kebenaran yang sama.'®

100 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 132
101 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 32
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d. Qiyas

Yang dimaksud dengan qiyas yaitu “mempersamakan hukum
peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa
yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut
terdapat segi-segi persamaan.

Secara etimologis giyas berasal dari kata gasa-yagisu-giyasan
yang berarti ‘mengukur’, ‘membandingkan’, atau ‘mempersamakan’.
Secara singkatnya qiyas berarti mengukur, mempersamakan, atau
memperbandingkan antara satu hal dan hal lain karena terdapat unsur
persamaan.’®

Secara terminilogis giyas merupakan upaya menganalogikan
sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya secara tegas di dalam nash,
baik Al-Quran maupun hadist, dengan sesuatu yang terdapat
ketentuannya dalam nash. Analogi ini dilakukan karena terdapat
kesamaan ‘illah, alasan logis, atau indikasi hukumn agar persoalan
yang tidak dijelaskan di dalam nash dapat memperoleh status hukum
sebagaimana persoalan yang telah dijelaskan di dalam nash.*®

Qiyas merupakan-penggunaan ra yu atau akal untuk menggali
hukum syara’ di dalam Al-Qur’an dan sunnah yang tidak dijelaskan
secara terperinci. Pada dasarnya ada dua macam penggunaan ra yu,

yaitu merujuk kepada nash dan tidak merujuk kepada nash.

102 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 147
103 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 152
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6. Tujuan Hukum Pidana Islam
Membicarakan tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari
membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum pidan
Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Syariat Islam Ketika
menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan
umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan
dari mara bahaya.'®
Tujuan hukum pidana Islam merupakan gabungan antara teori
pembalasan (teori absolut) dan teori tujuan preventif (teori relative), yaitu
bentuk pencegahan agar kejahatan dapat ditekan lebih dini. Maksud utama
hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan
menjaga dari hal-hal yang mafsadat karena Islam sebagai rahmatan li
al’alamin memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.'®®
Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan
tujuan pertama dan utama dari syariah, sebab ini merupakan hal-hal
dimana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa
dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi
kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup
yang primer ini (daruriyyat) dalam kepustakaan hukum Islam disebut
dengan lIstilah al-magasid al-syariah al-khamsah (tujuan-tujuan syariat),

yaitu:

104 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Prenada Media Group, 2019), 5
105 Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah, 23
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a. hifzh al-din (memelihara agama)

Disini agama mempunyai kedudukan yang sangat penting, maka
sangat wajar apabila Islam menempatkan eksistensi agama bagi
manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam
menjaga eksistensi agama sangat penting bagi kehidupan manusia,
maka Islam menetapkan hukum pidana riddah.

b. hizh al-nafsi (memelihara jiwa)

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, maka
hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan
hukuman gisas.

c. hizh al-‘aqli (memelihara akal pikiran)

Mengingat pentingnya kedudukan akal dalam kehidupan manusia,
sebab itu Islam mengharamkan minuman keras (khamr), dikarenakan
perbuatan mengonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat
rusaknya akal pikiran manusia.

d. hizh al-nashli (memelihara keturunan)

Begitu pentingnya kesucian dan keturunan manusia, dari hal itu

ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman hukum

yang sangat berat.
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e. hizh al-mal (memelihara harta)

Menyadari pentingnya jaminan atas terjaganya harta ataupun hak
milik bagi kepentingan manusia, maka Islam melarang perbuatan
mencuri, dan merampok.'%

7. Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam
a. Pengertian Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga
disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal
dari kata (\Jz_z) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan
manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan
merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (figh jinayah)
membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana
atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para fugaha tindak pidana atas
selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan
yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian.
Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong,
menarik, mencekik dan lain sebagainya.'®’

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang
mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.
Pengertian ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Wahbah
Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “setiap tindakan

yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan

106 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),5-6
97 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syamsill Press, 2001), 23
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anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa
dan hidupnya masih tetap tidak terganggu”.
b. Dasar Hukum Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam
Dasar hukum penganiayaan sendiri dalam hukum pidana Islam

tercantum di Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 45:

Sy 6595 wyu S\ WJ\, ralls umuu S O g ke 125

I 6 a8 sl JHE 58 Bl i S @}b Gy u«%

¢o d}i.pas\ JJ}L@ f\.U\

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya

(Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan

mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi

dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang

sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu

(menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak

memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan 3/ang
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang
melukai orang lain secara sengaja, maka dilakukan gisas terhadap yang
melukai tersebut sesuai perbuatannya melukai, baik batasnya,
tempatnya, panjangnya, dan kedalamannya. Perlu diketahui, bahwa
syari'at sebelum kita merupakan syari'at bagi kita selama tidak ada
dalam syari‘at kita yang menyelisihinya.

c. Pembagian Penganiayaan

Terdapat dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak

pidana penganiayaan, yaitu:

1% Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 5.
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1) Dilihat Dari Segi Niat Maka Penganiayaan Terbagi Menjadi
Dua:
a) Penganiayaan Sengaja
Penganiayaan sengaja merupakan bentuk perbuatan yang
dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang
mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan, atau hilangnya
fungsi anggota badan. Terdapat dua unsur pokok dalam
penganiayaan sengaja ini, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil
yang diakibatkan dikehendaki.’®®
Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:
(1) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau
mempengaruhi keselamatannya.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana
penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan oleh
penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang
menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan
tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan
harus berupa pukulan atau melukai, tetapi- cukup berupa
perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan

hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan,

mendorong dan lain sebagainya.

199 Daud Rasyid, Islam Dalam Berbagai Dimensi, (Jakarta: Gema Insansi Press, 1998), 17
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(2) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana
sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan
dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran).
Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan
tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak
sengaja (tersalah).

b) Penganiayaan Tidak Sengaja

Penganiayaan tidak sengaja merupakan suatu perbuatan
dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak
ada maksud melawan hukum. Pelaku tersebut melakukan suatu
perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak
dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun
kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh
perbuatannya itu.

2) Jika Dilihat Dari Segi Objek Atau Sasaran Sebagai Akibat Dari
Perbuatan Pelaku Penganiayaan Terbagi Menjadi Empat
Bagian :

a) Penganiayaan Terhadap Anggota Badan dan Semacamnya
(Ibanat Al-Atraf)

Yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap anggota

badan dan semacamnya ialah perbuatan perusakan terhadap

anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan
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anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam
kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku,
hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata,
merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata,
jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

Menghilangkan Manfaat Anggota Badan, Sedangkan
Jenisnya Masih Tetap Utuh (I1zhab ma'a Al-Atraf)

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak
manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya
masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya
hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka
perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan
anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah
menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman,
perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-
lain.

Pelukaan (Asy-Syajjaj)

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka
dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syajjaj
adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di

bagian-bagian tulang saja seperti dahi.
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d) Al-Jirah
Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain
wajah, kepala dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya

termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas

pinggul.



BAB IlI
METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata Method, bahasa latin: methodus, yunani:
methodos, meta berarti sesudah. Menurut VVan Peursen menerjemahkan pengertian
metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan
atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.’’® Secara umum
metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana,
terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis, ***
Dan dalam pengertian lain metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan
dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran

112

yang telah dilakukan.”~ Maka dalam hal ini penelitian akan lebih terarah dan
rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena
metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan
hasil yang memuaskan, dan juga metode merupakan sebuah tindakan supaya
peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Dan berikut akan
dipaparkan langkah-langkah dalam metode penelitian, adalah sebagai berikut:
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research) yang bersifat normatif. Penelitian normatif merupakan suatu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan

serta peraturan perundang-undangan baik berupa bahan hukum primer dan

110 j0hnny Ibrahim, Metodologi Penyelidikan Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia, 2007), 25

11 Conny R.Semiawan, Metodologi Penyelidikan Kualitatif, (Bogor : Grasido, 2010),

112 syharsimi Arikunto, Prosedur Penyelidikan sebuah Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta,2002) 126
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bahan hukum sekunder.** Pada penelitian ini, bahan hukum dikaitkan dengan
permasalahan serta pembahasan untuk membantu dalam pemahaman penulis.
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan
kasus (case approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute
approach).

Pendekatan kasus dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang
berkaitan dengan penganiayaan yang dilakuan anak terhadap orang tua untuk
dianalisis putusan hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku
penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua menurut hukum pidana
Islam. Dan juga pendekatan perundang-undangan digunakan untuk
mengetahui dasar hukum yang sesuai dengan penganiayaan yang dilakukan

anak terhadap orang tua menurut hukum pidana Islam.

113 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pres,
2012), 13
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C. Sumber Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data utama yang dapat dijadikan
sebagai jawaban atas masalah yang akan diteliti dan merupakan data yang
diperoleh secara langsung. Bahan hukum primer juga terdiri dari aturan
hukum yang terdapat berbagai perangkat atau peraturan perundang-
undangan serta putusan-putusan hakim.***

Dalam penelitian ini menggunkan bahan hukum primer yang
bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber dalam hukum Islam.
Sedangkan bahan hukum primer dalam hukum positif yang digunakan
adalah :

a. Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kitab Undang — Undang Hukum Pidana.

c. Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin

2. Bahan Hukum Sekunder
Sumber bahan hukum sekunder disini sebagai bahan pendukung

seperti  buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua
publikasi tentang hukum meliputi dokumen-dokumen resmi, kamus-kamus,
ensiklopedia hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Pada bahan hukum sekunder
biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik library research, yakni
dengan mempelajari berbagai literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan

permasalahan penganiayaan anak terhadap orang tua.

114 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), 141.
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D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan studi
pustaka (library research) dan analisis putusan hakim menurut hukum pidana
Islam. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
pustaka (library research) untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum
yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan meluas serta yang
dibutuhkan dalam suatu penelitian hukum. Peneliti dalam mengumpulkan
bahan hukum dengan cara mengunjungi perpustakaan universitas dan ruang
baca yang ada di fakultas untuk mendapatkan sumber bahan hukum yang
relevan malalui buku-buku dan skripsi terdahulu yang sesuai dengan
pembahasan peneliti. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan
analisis putusan hakim nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin menurut hukum

pidana Islam.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah untuk menemukan dan
mengorganisasikan secara sistematis bahan hukum yang diperoleh dari
mengkaji beberapa literatur seperti buku, jurnal, tesis dan literatur lainnya
dengan = cara - mengelompokkan, © ‘membedahnya - menjadi - unit-unit,
mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, menyeleksi apa yang penting dan
juga diketahui untuk dipelajari, dan menggambar kesimpulan dengan
sederhana sehingga dapat dipahami. Sama halnya seperti proses pengumpulan
data, dalam analisis data, peneliti memperoleh sumber dengan cara ke

perpustakaan dan ruang baca untuk mendapatkan data sesuai dengan
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pembahasan dalam penelitian.
F. Keabsahan Bahan Hukum
Keabsahan bahan hukum sangat penting agar penelitian yang
dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini peneliti
menggunakan teknik triangulasi, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan
keabsahan bahan hukum yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data
untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.
Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data menggali
kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Penulis
menggunakan triangulasi sebagai sumber yang dilakukan menggunakan
pengecekan sumber-sumber bahan hukum melalui studi pustaka, yakni dengan
mencari referensi dalam berbagai sumber seperti jurnal hukum, karya ilmiah,
kamus hukum, dan terutama pada buku-buku yang terkait."*
G. Tahap-Tahap Penelitian
Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari
beberapa tahap. tahap penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang terdiri dari mulai penelitian
pendahuluan, tahap pelaksanaan penelitian, dan-tahap penyelesaian. Ada

beberapa tahap dalam pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

15 sunteki serta Galang Taufani, Metode Peneltian Hukum, Filsafat, Teori serta Praktek, (Depok
: Rajawali Press, 2018), 230
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1. Tahap Pra Riset
Dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan bahan hukum dan
referensi yang berkaitan dengan putusan hakim dalam memberikan
hukuman pidana terhadap pelaku penganiayaan anak terhadap orang tua
menurut hukum pidana Islam dari bahan primer, sekunder, dan tersier.
2. Tahap Pelaksanaan Riset
Pada tahapan ini, setelah bahan-bahan terkumpul peneliti
menyusun kerangka penulisan sehingga menjadi sistematis dalam
penulisan.
3. Tahap Pasca Riset
Tahap pasca riset ini merupakan tahap analisis data. Peneliti
melakukan serangkaian proses analisis data sampai pada interpretasi
sumber data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu, peneliti juga
melakukan penjilidan dan konsultasi untuk ujian seminar proposal dan
dilanjutkan penulisan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
4. Tahap Penyelesaian
Pada tahap penyelesaian ini merupaka tahapan yang paling akhir
yaitu penulisan laporan atau-hasil ‘penelitian. Setelah sumber data yang

dibutuhkan terkumpulkan setelah melalui beberapa tahapan tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus
Sebelum membahas bentuk penganiayaan anak terhadap orang tua, penulis
akan memberikan gambaran atas kronologi kasus yang diteliti untuk
mendapatkan perspektif serta memperjelas bagaimana kasus penganiayaan
anak terhadap orang tua ini bisa terjadi, dan juga bisa menyimpulkan bentuk
penganiayaan anak terhadap orang tua khususnya dalam putusan nomor :
183/Pid.B/2019/PN.Pin.

Adapun data lengkap terdakwa:

Nama Lengkap : Tahanuddin bin Pesona

Tempat Lahir : Pinrang

Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 17 April 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan - Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Lembu, Kelurahan Maccorawalie,

Kecamatan Wattang, Kabupaten Pinrang

Agama > Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

83
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Bahwa ia terdakwa Tahanuddin Bin Pesona pada hari Jumat tanggal 24
Mei 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Lerang-lerang Kelurahan
Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang atau setidak—
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkaranya, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang
dilakukan terhadap ibunya.

Terdakwa mendatangi rumah korban Jumiati Binti Lahamma yang
merupakan ibu kandung, terdakwa mendatangi rumah korban dengan tujuan
meminjam uang, akan tetapi korban tidak mau meminjamkannya, sehingga
terdakwa marah—-marah dan mengamuk, melihat hal tersebut maka korban
akhirnya mau meminjamkan uang kepada terdakwa agar terdakwa tidak marah-
marah lagi, namun pada saat itu terdakwa tidak mau lagi menerima uang
tersebut dan terus marah serta mengamuk dengan mematahkan meja sehingga
korban menahan terdakwa dengan cara mengikuti dari belakang namun
terdakwa berbalik badan dan langsung memukul pada bagian mulut dengan
menggunakan kepalan tangansebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi
depan bagian bawah korban copot, kemudian korban berusaha lagi menahan
terdakwa dengan cara memeluk dari belakang sehingga terdakwa tidak bisa
mengimbangi diri dan terjatuh yang mengenai kelambu yang tergantung di

lemari sehingga lemari tertarik dan menimpa wajah korban pada bagian kanan.
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Dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami
luka terbuka pada pelipis kanan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu
sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, gigi bawah lepas satu buah, terlihat
kebiruan pada lengan kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua
sentimeter, terlihat kemerahan pada rahang sebelah kanan ukuran panjang
tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, terlihat kemerahan pada leher
bagian atas sebelah kanan ukuran rnam sentimeter lebar nol koma lima
sentimeter.

B. Uraian Masalah
1. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua
Dalam Putusan Nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin
Dalam menentukan apakah seseorang bersalah dan dapat dipidanakan
haruslah memenuhi beberapa syarat dan harus memenuhi fakta-fakta serta
unsur-unsur selama persidangan, namun ada juga yang mengakibatkan
seseorang mendapatkan pemberatan hukum ataupun keringanan hukuman
mengacu terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf f kitab undang-undang hukum
acara pidana, dari hal tersebut penulis akan memaparkan fakta-fakta serta
unsur-unsur yang didapatkan selama persidangan dalam putusan perkara
nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin yang didakwakan terhadap Tahanuddin
bin Pesona
a. Fakta-Fakta Hukum Dalam Persidangan
Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar

pukul 09.30 WITA bertempat di Lerang-lerang Kelurahan Benteng
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Sawitto Kecamatan Laleteang Kabupaten Pinrang tepatnya di dalam
rumah korban Jumati binti Lahamma, Terdakwa telah melakukan
penganiayaan terhadap korban Jumati binti Lahamma yang merupakan
ibu kandung dari Terdakwa''®

Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mendatangi rumah
korban Jumati binti Lahamma dengan tujuan meminjam uang, akan
tetapi korban Jumati binti Lahamma tidak mau meminjamkannya,
sehingga Terdakwa marah-marah dan mengamuk, melihat hal tersebut
maka korban Jumati binti Lahamma akhirnya mau meminjamkan uang
kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak marah-marah lagi, namun pada
saat itu Terdakwa tidak mau lagi menerima uang tersebut dan terus
marah serta mengamuk dengan mematahkan meja sehingga korban
Jumati binti Lahamma menahan Terdakwa dengan cara mengikuti dari
belakang namun Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul
korban Jumatti binti Lahamma pada bagian mulut dengan
menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang
mengakibatkan gigi depan bagian bawah korban Jumati binti
Lahamma copot, kemudian korban Jumati binti Lahammaberusaha lagi
menahan Terdakwa dengan cara memeluk dari belakang sehingga
Terdakwa tidak bisa mengimbagi diri dan menginjak kelambu yang
tergantung di lemari kayu sehingga lemari tertarik dan menimpa wajah

korban Jumati binti Lahamma pada bagian kanan;

'® Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.

Pin
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Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan
korban Jumati binti Lahamma mengalami luka, sesuai dengan hasil
Visum et Repertum Nomor : 061/RSUL/VER/V/2019, tanggal 28 Mei
2019 yang ditandatangani oleh dr. A. Mutia Muchtar, Dokter
pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang dengan hasil
pemeriksaan ditemukan:

1) Luka terbuka pada pelipis kanan ukuran panjang empat
sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter

2) Gigi bawah lepas satu buah

3) Terlihat kebiruan pada lengan kanan ukuran panjang lima
sentimeter, lebar dua sentimeter

4) Terlihat kemerahan pada rahang sebelah kanan ukuran panjang
tiga, sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

5) Terlihat kemerahan pada leher bagian atas sebelah kanan
ukuranrnam sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak
pidana, maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak
pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam putusan- nomor
183/Pid.B/2019/PN.Pin ini dimana Terdakwa telah didakwa oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas
(primair,subsidair) yaitu dalam Primair melanggar ketentuan Pasal
351 ayat (2) jo. Pasal 356 ke-1 KUHP, dan Subsidair melanggar

ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 356 ke-1 KUHPidana.
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Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk
Subsidairitas maka akan dibuktikan dan dipertimbangkan dakwaan
Primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan Primair tersebut tidak
terbukti maka akan dibuktikan serta dipertimbangkan dakwaan
Subsidair dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa didalam dakwaan Primair didakwa
melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 356 ke-1 KUHPidana
yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur barang siapa

2) Unsur melakukan penganiayaan

3) Unsur mengakibatkan luka berat

4) Unsur yang dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah istrinya
atau anaknya

Adapun penjelasan unsur-unsur Primair yang terdapat dalam
putusan nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin di atas sebagai berikut :

1) Unsur Barang Siapa
Yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada
subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu
mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini
menunjuk kepada para terdakwa yang diajukan kedepan
persidangan, serta identitas didalam surat dakwaan Penuntut
Umum dibenarkan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur barang

siapa telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan
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meyakinkan;
Unsur Melakukan Penganiayaan

Yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah
melakukan perbuatan secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit,
rasa tidak enak, atau menimbulkan luka terhadap korban. Sengaja
dalam unsur ini mempunyai arti niat atau maksud yang timbul dari
pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan sesuatu
perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi.
Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya sadar
apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain
luka-luka, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian
sipelaku tidak  berusaha mencegah perbuatannya  atau
mengurungkan niatnya akan tetapi sebaliknya sipelaku tetap
melakukan perbuatannya.

Berdasarkan  fakta-fakta yang terungkap didepan
persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019
sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Lerang-lerang Kelurahan
Benteng Sawitto Kecamatan Laleteang Kabupaten Pinrang
tepatnya di dalam rumah korban Jumati binti Lahamma, Terdakwa
telah melakukan penganiayaan terhadap korban Jumati binti
Lahamma yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa.

Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban

Jumati binti Lahamma dengan tujuan meminjam uang, akan tetapi



90

korban Jumati binti Lahamma tidak mau meminjamkannya,
sehingga Terdakwa marah-marah dan mengamuk, melihat hal
tersebut maka korban Jumati binti Lahamma akhirnya mau
meminjamkan uang kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak marah-
marah lagi, namun pada saat itu Terdakwa tidak mau lagi
menerima uang tersebut dan terus marah serta mengamuk dengan
mematahkan meja sehingga korban Jumati binti Lahamma
menahan Terdakwa dengan cara mengikuti dari belakang namun
Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul korban Jumatti
binti Lahamma pada bagian mulut dengan menggunakan kepalan
tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi depan
bagian bawah korban Jumati binti Lahamma copot, kemudian
korban Jumati binti Lahamma berusaha lagi menahan Terdakwa
dengan cara memeluk dari belakang sehingga Terdakwa tidak bisa
mengimbagi diri dan menginjak kelambu yang tergantung di lemari
kayu sehingga lemari tertarik dan menimpa wajah korban Jumati
binti Lahamma pada bagian kanan

Berdasarkan - fakta = hukum  tersebut = perbuatan yang
dilakukan dengan cara Terdakwa memukul korban Jumatti binti
Lahamma pada bagian mulut dengan menggunakan kepalan tangan
sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi depan bagian
bawah korban Jumati binti Lahamma copot, kemudian korban

Jumati binti Lahamma berusaha lagi menahan Terdakwa dengan
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cara memeluk dari belakang sehingga Terdakwa tidak bisa
mengimbagi diri dan menginjak kelambu yang tergantung di lemari
kayu sehingga lemari tertarik dan menimpa wajah korban Jumati
binti Lahamma pada bagian kanan

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut
korban Jumati binti Lahamma mengalami luka dan rasa sakit
sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :
061/RSUL/VER/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 yang
ditandatangani oleh dr. A. Mutia Muchtar, Dokter pemeriksa pada
Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang, dengan demikian unsur
melakukan penganiayaan telah terpenuhi.
Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat
Yang dimaksud luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah :
a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan

atau sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
b) Tidak Mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan
atau pekerjaan pencaharian

¢) Kehilangan Panca Indra
d) Mendapat cacat berat
e) Menderita sakit lumpuh
f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
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Berdasarkan fakta persidangan bahwa benar akibat dari
perbuatan Terdakwa tersebut korban Jumati binti Lahamma
mengalami luka dan rasa sakit sebagaimana diuraikan dalam
Visum Et Repertum Nomor : 061/RSUL/VER/V/2019, tanggal 28
Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. A. Mutia Muchtar, Dokter
pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang dengan
hasil pemeriksaan ditemukan:

a) Luka terbuka pada pelipis kanan ukuran panjang empat
sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima
sentimeter

b) Gigi bawah lepas satu buah

c) Terlihat kebiruan pada lengan kanan ukuran panjang lima
sentimeter lebar dua sentimeter

d) Terlihat kemerahan pada rahang sebelah kanan ukuran
panjang tigasentimeter lebar nol koma lima sentimeter

e) Terlihat kemerahan pada leher bagian atas sebelah kanan
ukuran rnam sentimeter lebar nol koma lima sentimeter

Berdasarkan fakta persidangan bahwa rasa sakit dan-luka
yang dialami oleh korban Jumati binti Lahamma akibat dari
perbuatan Terdakwa tersebut telah sembuh dan tidak menghalangi
korban Jumati binti Lahamma untuk melakukan aktifitasnya
sehari-hari seperti biasa, dengan demikian unsur mengakibatkan

luka berat tidak terpenuhi.
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Apabila salah satu unsur yang didakwakan dalam dakwaan
Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 356ke-1 KUHP sesuai dakwaan
Primair Penuntut Umum tersebut ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai
dakwaan Primair tersebut diatas, maka menurut hukum Terdakwa
haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, karena
dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta
membuktikan dakwaan Subsidair

Majelis Hakim akan membuktikan serta
mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 356 ke-1
KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a) Unsur barang siapa

b) ‘Unsur melakukan penganiayaan

¢) Unsur yang dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah
istrinya atau anaknya

Terhadap unsur-unsur Subsidair tersebut Majelis Hakim

akan mempertimbangkan sebagai berikut :
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Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa didalam dakwaan Primair telah
terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur
barang siapa dakwaan Primair, maka unsur barang siapa
didalam dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi
dan dianggap telah terpenuhi juga
Unsur Melakukan Penganiayaan

Yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah
melakukan perbuatan secara sengaja yang menimbulkan rasa
sakit, rasa tidak enak, atau menimbulkan luka terhadap korban,
sengaja dalam unsur ini mempunyai arti niat atau maksud yang
timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan
sesuatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan
terjadi. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari
adanya sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan
berakibat orang lain luka-luka, dan dengan kesadaran dan
pengetahuan yang demikian sipelakutidak berusaha mencegah
perbuatannya © atau  mengurungkan niatnya akan tetapi
sebaliknya sipelaku tetap melakukan perbuatannya

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan
persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei
2019 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Lerang-lerang

Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Laleteang Kabupaten
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Pinrang tepatnya di dalam rumah korban Jumati binti
Lahamma, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap
korban Jumati binti Lahamma yang merupakan ibu kandung
dari Terdakwa

Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi rumah
korban Jumati binti Lahamma dengan tujuan meminjam uang,
akan tetapi korban Jumati binti Lahamma tidak mau
meminjamkannya, sehingga Terdakwa marah—marah dan
mengamuk, melihat hal tersebut maka korban Jumati binti
Lahamma akhirnyamau meminjamkan uang kepada Terdakwa
agar Terdakwa tidak marah-marah lagi, namun pada saat itu
Terdakwa tidak mau lagi menerima uang tersebut dan terus
marah serta mengamuk dengan mematahkan meja sehingga
korban Jumati binti Lahamma menahan Terdakwa dengan cara
mengikuti dari belakang namun Terdakwa berbalik badan dan
langsung memukul korban Jumatti binti Lahamma pada bagian
mulut dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu)
kali 'yang mengakibatkan gigi depan bagian bawah" korban
Jumati binti Lahamma copot, kemudian korban Jumati binti
Lahamma berusaha lagi menahan Terdakwa dengan cara
memeluk dari belakang sehingga Terdakwa tidak bisa
mengimbagi diri dan menginjak kelambu yang tergantung di

lemari kayu sehingga lemari tertarik dan menimpa wajah
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korban Jumati binti Lahamma pada bagian kanan

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan yang
dilakukan dengan cara Terdakwa memukul korban Jumatti
binti Lahamma pada bagian mulut dengan menggunakan
kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kaliyang mengakibatkan gigi
depan bagian bawah korban Jumati binti Lahamma copot,
kemudian korban Jumati binti Lahamma berusaha lagi
menahan Terdakwa dengan cara memeluk dari belakang
sehingga Terdakwa tidak bisa mengimbagi diri dan menginjak
kelambu yang tergantung di lemari kayu sehingga lemari
tertarik dan menimpa wajah korban Jumati binti Lahamma pada
bagian kanan

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut
korban Jumati binti Lahamma mengalami luka dan rasa sakit
sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor :
061/RSUL/VER/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 vyang
ditandatangani oleh dr. A. Mutia Muchtar, Dokter pemeriksa
pada Rumah Sakit- Umum" Lasinrang ‘Pinrang dengan hasil
pemeriksaan ditemukan:
a) Luka terbuka pada pelipis kanan ukuran panjang empat

sentimeter, lebar satu sentimeter dalam nol koma lima
sentimeter

b) Gigi bawah lepas satu buah
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c) Terlihat kebiruan pada lengan kanan ukuran panjang lima
sentimeter, lebar dua sentimeter
d) Terlihat kemerahan pada rahang sebelah kanan ukuran
panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
e) Terlihat kemerahan pada leher bagian atas sebelah kanan
ukuran rnam sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
Berdasarkan fakta persidangan bahwa rasa sakit dan
luka yang dialami oleh korban Jumati binti Lahamma akibat
dari perbuatan Terdakwa tersebut telah sembuh dan tidak
menghalangi korban Jumati binti Lahamma untuk melakukan
aktifitasnya sehari-hari seperti biasa, dengan demikian unsur
melakukan penganiayaan telah terpenuhi
3 Unsur Yang Dilakukan Terhadap Ibunya, Ayahnya
Yang Sah Istrinya Atau Anaknya
Berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah
melakukan penganiayaan terhadap korban Jumati binti
Lahamma yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa, namun
pada saat kejadian-korban Jumati binti Lahamma dan Terdakwa
sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Terdakwa sudah
menikah dan memiliki rumah sendiri dan tinggal bersama
dengan anak dan istrinya, dengan demikian unsur yang
dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah istrinya atau

anaknya telah terpenuhi.
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Oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo.
Pasal 356 ke-1 KUHPidana sebagimana dakwaan Subsidair
dari Penuntut Umum telah terpenuhi serta telah terbukti secara
sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana
“Penganiayaan Terhadap Ibunya”.

Dari kenyataan yang diperolen selama persidangan
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal
yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan
yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan
kepadanya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka
Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus
dijatuhi pidana

Tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat
(4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka adalah beralasan
untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam

tahanan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia
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dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu: Pidana
yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukanlah sebagai
tindakan balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau
pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam
menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki
akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi
melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana.

Sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka
berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f kitab undang-
undang hukum acara pidana maka akan dipertimbangkan
keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
a) Keadaan - Keadaan Yang Memberatkan :

1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2) Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan
penderitaan terhadap - korban yang merupakan - ibu
kandungnya
b) Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :
1) Terdakwa belum pernah dihukum

2) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

3) Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
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Dari pemaparan hasil temuan fakta-fakta serta unsur-
unsur di persidangan yang ada di dalam putusan nomor :
183/Pid.B/2019/PN.Pin tersebut, dapat penulis simpulkan
bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan terdakwa
(anaknya) terhadap korban (ibunya) sebagai berikut :

a) Bahwa terdakwa yang bernama Tahanuddin bin Pesona
sudah melakukan tindak pidana penganiayaan pada orang
tuanya (ibu kandungnya) dengan cara memukul korban
Jumati Binti Lahamma pada bagian mulut dengan
mengenakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang
membuat gigi depan bagian bawah korban copot. Apabila
dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia maka
perbuatan terdakwa termasuk kedalam penganiayaan biasa
yang ditetapkan dalam Pasal 351 KUHP.

Dijelaskan dalam pasal 351 KUHP yang berisi :

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, dan dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia

dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.



101

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan

orang dengan sengaja.

b) Terdakwa melakukan penganiayaan secara sengaja yang
mengakibatkan korban mengalami luka berat dibagian
tubuhnya, dimana penganiayaan sengaja tersebut sudah
diatur dan termasuk ke dalam Pasal 351 ayat (1),
penganiayaan sengaja yang dilakukan terdakwa terhadap
korban ini sangatlah memprihatinkan sebab terdakwa dan
korban merupakan satu keluarga anak dan orang tua.

Dalam hal ini terdakwa terbukti bersalah dan mengakui
kesalahannya dalam fakta-fakta yang sudah terungkap di
persidangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
maka terdakwa harus menjalani hukuman yang diberikan oleh
majelis hakim yaitu 10 (sepuluh) bulan dan membayar biaya
perkara membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000,00 (dua ribu
Rupiah).

Bentuk tindak pidana penganiayaan sengaja yang
dilakukan terdakwa terhadap korban merupakan - perbuatan
yang melanggar hukum, dan juga perbuatan tersebut sangat
tidak pantas dilakukan oleh siapapun, sebab selain merugikan
orang lain, juga dapat merugikan diri sendiri untuk
keberlangsungan hidup, dimana hukuman yang harus diberikan

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ini harus
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memberikan hukuman yang setimpal serta sanksi masyarakat
seperti pengucilan akan didapatkan.
2. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor 183/Pid.B/2019/PN.Pin

Perspektif Hukum Pidana Islam

Menyambung dari pemabahasan pertama bahwa terdakwa dikenakan
hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara oleh majelis hakim, yang menyatakan
hukuman sudah sesuai fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang lain,
yang pada intinya majelis hakim mengadili perkara ini seperti yang sudah
terterta dalam putusan nomor : 183/Pid.B/2019PN.Pin adapun data
putusannya ialah :

MENGADILI:

a. Menyatakan terdakwa Tahanuddin bin Pesona tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didalam dakwaan Primair

b. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dalam dakwaan
Primair

c. Menyatakan terdakwa Tahanuddin bin Pesona telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan
Terhadap Ibunya”

d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 10 (sepuluh) bulan

e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
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f.  Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

g. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesarRp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Dari pemaparan data yang ada dalam putusan nomor
183/Pid.B.2019/PN.Pin tersebut di atas, sebelumnya akan penulis jelaskan
terlebih dahulu mengenai perspektif hukum pidana Islam terhadap orang
yang melakukan perbuatan tindak pidana (jarimah), dalam hukum pidana
Islam sendiri memandang seseorang telah melakukan tindak pidana
haruslah memenuhi beberapa syarat serta unsur-unsur yang sudah
ditetapkan dalam hukum pidana Islam, jadi kesimpulannya, sesesorang
bisa dikatakan bersalah serta melakukan tindak pidana (jarimah),
perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi sebuah persyaratan
untuk dikatakan sebagai pelaku tindak pidana (jarimah). Adapun
penjelasannya menurut Abdul Qadir Audah bahwa unsur tindak pidana
dalam hukum pidana Islam terdiri dari 3 unsur yang harus dipenuhi yaitu:
a. Al-rukn al-syari’ (unsur formil)

Al-rukn al-syari’ merupakan unsur - yang - menyatakan bahwa
seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku pelanggar (jarimah) maka
harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan
menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

b. Al-rukn al-madi (unsur materil)
Al-rukn al-madi merupakan sebuah unsur yang menyatakan bahwa

seseorang dapat disebut pelaku jarimah maka pelaku harus benar-
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benar telah terbukti melakukan jarimah, baik yang bersifat positif
(aktif melakukan) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan
sesuatu).

c. Al-rukn al-adabi (unsur moril)

Al-rukn al-adabi merupakan unsur yang menyatakan bahwa
seseorang melakukan sebuah jarimah harus sebagai subjek yang bisa
diminta pertanggungjawaban atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya
pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur atau bukan seseorang yang
berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Dalam putusan perkara nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin tersebut,
seseorang terdakwa yang bernama Tahanuddin secara sah dan
menyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 356 ke-1 KUHPidana
tentang penganiayaan, penganiayaan sendiri merupakan bentuk perbuatan
yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang
mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi
anggota badan. Terdapat dua unsur pokok dalam penganiayaan sengaja ini,
yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan dikehendaki,
perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketetapan hukum yang
berlaku, dan berdasarkan Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 356 ke-1 KUHPidana
tentang penganiayaan, bahwa terdakwa dihukum penjara selama 10
(Sepuluh Bulan). Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam
persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui

perbuatannya, dan perbuatan terdakwa tersebut dapat
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dipertanggungjawabkan, dari unsur Al-rukn al-syari’, unsur Al-rukn al-
madi, dan unsur Al-rukn al-adabi tersebut, terdakwa sudah memenuhi
unsur-unsur dalam hukum pidan Islam, dan terdakwa dapat dikatakan
sebagai pelaku tindak pidana (jarimah), terdakwa mengakui dan
mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut hukum pidana Islam
jadi unsur-unsur hukum pidana Islamnya di atas sudah terpenuhi, terdakwa
sudah bisa dinyatakan melakukan tindak pidana (jarimah) dan bisa
diberikan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa terhadap
korban,

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam menurut penulis,
perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban
tersebut termasuk ke dalam jarimah gisas, dalam jarimah gisas sendiri
terdapat beberapa klasifikasi seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 2
kajian teori pada bagian poin D tentang penganiayaan sengaja,
kesimpulannya untuk putusan nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin ini sendiri
termasuk ke dalam jarimah gisas penganiayaan yang disengaja. Dalam hal
ini terdakwa telah melakukan penganiayaan yang disengaja terhadap
korbannya, yang dimana dalam hukum ‘pidana Islam -hukuman  bagi
penganiayaan sengaja termasuk ke dalam jarimah gisas. Meskipun di
dalam hukum pidana Islam sendiri mengenai jarimah gisas ini memiliki
banyak bentuk ketentuan hukum yang akan diberikan terhadap pelaku
jarimah, apabila gisas dimaafkan maka hukuman penggantinya ialah diyat,

dan apabila diyat juga dimaafkan maka untuk pengganti hukumannya ialah
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berupa ta’zir, yang dimana hukumannya di tetapkan oleh pemimpin atau
ulil amri (hakim). Namum dalam kasus ini hukumannya bukan diyat
ataupun ta’zir melainkan hukuman qisas, dikarenakan dalam kasus ini
tidak ada kata maaf atau permaafan dari korban, dari sebab itulah
hukumannya gisas, dimana hukumannya harus setara dengan apa yang
telah dilakukan terdakwa terhadap korban.

Dalam menentukan sebuah hukuman haruslah mempunyai landasan
hukum sebagai penguat dari sebuah hukuman tersebut, dan didalam hukum
pidana Islam untuk menentukan sebuah hukuman haruslah berdasarkan
dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan
hukumannya, dari hal ini untuk hukuman gisas bagi pelaku jarimah di atas
ketentuannya sudah ditetapkan, dan penulis menentukan hukuman gisas
mengacu kepada surah Al-Ma’idah ayat 45, ayat ini dijadikan landasan
dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa, adapun penjelasan dari

surah Al-Ma’idah ayat 45 :
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Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya
(Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,
dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang
melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut
ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang
zalim.**’

17 Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 5.
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Dalam surah Al-Ma’idah ayat 45 tersebut dijelasakan secara
sederhananya, apabila seseorang melakuk an sebuah jarimah maka
hukuman dari perbuatannya harus sama dengan apa yang dilakukan oleh
pembuat jarimah tersebut, jika pembuat jarimah tersebut melakukan
perbuatan yang menghilangkan nyawa, maka hukumannya dibalas nyawa,
mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi
dengan gigi, dan luka-luka yang lain ada balasan yang sama.

Dari surah Al-Ma’idah ayat 45 tersebutlah menjadi landasan hukum
bagi penulis dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa, bahwa
hukuman yang ada didalam putusan nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin yaitu
hukuman qgisas yang harus diberikan terhadap terdakwa pelaku tindak
pidana penganiayaan terhadap orang tuanya. Yang dimana terdakwa telah
membuat korban mengalami luka terbuka pada pelipis kanan ukuran
panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima
sentimeter, gigi bawah lepas satu buah, terlihat kebiruan pada lengan
kanan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter, terlihat
kemerahan pada rahang sebelah kanan ukuran panjang tiga sentimeter
lebar nol koma lima sentimeter, terlihat kemerahan pada leher bagian atas
sebelah kanan ukuran rnam sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut harus mendapatkan hukuman yang
setimpal sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan, maka hukuman gisas
disini sudah tepat dan sesuai untuk diberikan terhadap terdakwa, yang

dimana hukuman gisas terdakwa harus diberikan hukuman yang sama
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persis dengan yang dialami korban seperti yang sudah dijelaskan di atas
mengenai luka apa saja yang dialaminya. Hukumana akan terasa adil
apabila seseorang yang menjadi korban merasa hukuman yang diberikan
sesuai dengan apa yang dilakukan terhadapnya, dengan itu hukuman gisas
yang diberikan terhadap terdakwa disini sudah sesuai, sehinggan korban
akan merasakan keadilan terhadap apa yang dilakukan terdakwa
kepadanya, dan hukuman qisas inilah yang benar-benar pantas diberikan
terhadap terdakwa, selain hukumannya yang adil, hukuman gisas juga
akan memberikan efek jera bagi terdakwa sebab hukuman ini tidak main-
main dan tidak memandang siapa saja yang akan diberikan hukuman gisas
ini.

Hukuman gisas sendiri berlandasarkan dengan ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan, yang sumbernya langsung dari Al-Qur’an, dari hal
tersebut hukuman gisas merupakan hukuman yang sangat adil karena
hukumannya jelas terdapat didalam Al-Qur’an, salah satu Surah yang
menunjukkan bahwa gisas merupakan hukuman yang tepat bagi orang
yang melakukan jarimah terdapat didalam Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah

ayat 45:
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Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya
(Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan
gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa
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yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus
dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan)
menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah
orang-orang zalim.'*®

Dari ayat tersebut diperintahkan untuk memberikan hukuman yang
sesuai dengan apa yang dilakukan, oleh sebab itu hukuman qisas
merupakan hukuman yang sangat adil, hukuman gisas serta ayat ini juga
yang dijadikan landasan penulis dalam menetapkan hukuman terhadap
terdakwa dalam putusan nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin ini.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas mengenai hukuman
yang harus diberikan terhadap terdakwa, maka penulis memiliki
kesimpulan bahwa hukuman yang diberi Majelis Hakim didalam perkara
nomor : 183/PID.B/2019/PN.PIN ini kurang terlalu berat, seharusnya
Majelis Hakim lebih memberatkan lagi dengan meberikan hukuman yang
setimpal dengan apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Bukan
hanya hukuman 10 bulan penjara yang harus ditetapkan terhadap terdakwa
melainkan hukuman yang setimpal atau yang sesuai, sebab Terdakwa
sudah melakukan perbuatan yang memberikan luka berat terhadap tubuh
orang tuanya. Terdakwa melakukan penganiayaan berat harus. diberikan
hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukan Terdakwa pada
orang tuanya, agar Terdakwa tersadar bahwa perbuatannya bisa merugikan
orang lain apalagi merugikan kedua orang tuanya, jadi hukuman jarimah
gisas yang hukumannya sudah penulis paparkan di atas sudah pantas

didapatkan oleh Terdakwa sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

118 Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 5.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Bentuk tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tua dalam
putusan nomor : 183/Pid.B/2019/PN.Pin vyaitu terdakwa melakukan
penganiayaan dengan sengaja terhadap sebagian tubuh korban sehingga
mengalami luka berat, sesuai bentuk tindak pidananya maka terdakwa
dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 356 ke-1
KUHPditetapkan dalam Pasal 351 KUHP

Menurut perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor :
183/Pid.B/2019/PN.Pin, perbuatan terdakwa termasuk kedalam jarimah
gisas, hukuman ini berlandaskan ketetapan yang ada di dalam hukum
Islam yang ketentuannya telah diatur dalam Al-Qur’an surah Al-Mai’dah
ayat 45 yang pada kesimpulannya, apabila ada seseorang yang melakukan
tindakan jarimah khususnya dalam penganiaayaan maka hukumannya

adalah gisas.

B. Saran

1 Semua Hakim' seharusnya memperhatikan kembali dalam ‘memberikan

hukuman khususnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan
ini, sebab menurut penulis hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak
pidana penganiayaan ini masih tergolong sangat ringan, terlepas dari
pertimbangan-pertimbangn apa saja yang bisa meringakankan hukuman,

namun menurut penulis hukumannya seharusnya lebih diberatkan lagi,
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dengan tujuan agar pelaku tindak pidana penganiayaan ini akan
mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
Kepada pemerintah, pentingnya sosialisasi ataupun penyuluhan hukum
terhadap masyarakat umum Khususnya mengenai tindak pidana
penganiayaan. Sosialisasi disini bertujuan untuk memberitahu kepada
masyarakat umum bahwa dampak dari tindak pidana penganiayaan ini
sangat memberikan dampak negatif.

Dengan semua kesalahan dalam hal penataan skripsi ini, maka penulis
berharap supaya orang lain secara khusus serta penulis lainnya secara
umum, bisa memberi sumbangsih yang lebih begitu amat tinggi lagi
didalam  memahami  permasalahan-permasalahan  tindak  pidana
penganiayaan, supaya sumbangan ilmu pengetahuannya bisa difungsikan

secara penuh dalam prakteknya di masyarakat.
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